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ABSTRAK 
 
Abdurrahman, Pandangan Etnis Tionghoa di Surabaya Terhadap Konsep Pluralisme 
K.H.Abdurrahman Wahid. Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab, 
2012. 

Skripsi yang berjudul Pandangan Etnis Tionghoa di Surabaya Terhadap 
Konsep Pluralisme K.H.Abdurrahman Wahid ini mempunyai tiga fokus kajian, yaitu 
Sejarah Etnis Tionghoa di Surabaya, bagaimana konsep pluralisme K.H 
Abdurrahman Wahid dan bagaimana pandangan etnis Tionghoa di Surabaya terhadap 
konsep pluralisme K.H. Abdurrahman Wahid. 

Etnis Tionghoa salah satu etnis yang beratus-ratus tahun menduduki 
Nusantara yang hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi. Dalam catatan 
sejarah etnis Tionghoa masuk ke Nusantara di bawa oleh Laksamana Cheng Hoo 
(Cina Muslim) dengan jalur laut. Namun, pada masa Penjajahan, Orde Lama, Orde 
baru etnis Tionghoa mendapat diskriminasi yang sangat keras dari pemerintah 
terutama pada masa orde baru. Pasca runtuhnya orde baru, pemerintahan reformasi 
yaitu KH. Aburrahman Wahid (bapak pluralisme), mendapat angin segar buat kaum 
minoritas khususnya etnis Tionghoa yaitu diberi ke bebasan dalam berekspreri dalam 
bentuk apapun, keagamaan, kebudayaan, perdagangan dsb. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan juga penelitian pustaka, yaitu 
suatu cara kerja yang bermanfaat dengan turun lapangan mendatangi tempat 
peribadatan agama Konghucu yaitu Klenteng Boen Bio dan Organisasi etnis 
Tionghoa yang beragama Islam yaitu PITI (Pembina Iman Tauhid Indonesia) di 
Surabaya untuk mencari data-data demi kelengkapan dalam menyusun karya ilimah 
tersebut. Dan melakukan kajian literatur lain yang di kemukakan oleh para ilmuwan 
di masa sekarang. 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  sosiologis dan 
historis. Pendekatan sosiologis di gunakan untuk mengungkap proses-proses yang 
erat hubungannya dengan upaya pemahaman kausalitas antara etnis Tionghoa dan 
perubahan sosial masyarakat dalam memahami konsep pluralisme KH. Abdurrahman 
Wahid. Sedangkan pendekatan historis di maksudkan untuk menelusuri, mengkaji 
sumber-sumber masa lalu yang berkaitan dengan etnis Tionghoa baik berupa arsip 
maupun dokumen-dokumen serta buku-buku karya ilmuwan. Dengan menggunakan 
metode penelitian sejarah sebagaimana dalam buku Metode Penelitian Sejarah karya 
Dudung Abdurrahman, yakni: mengumpulkan sumber, Kritik, Interpretasi dan 
Historiografi. 

Dari penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa pandangan etnis Tionghoa di 
Surabaya terhadap KH. Abdurrahman Wahid sangatlah positif dan apresiatif. Etnis 
Tionghoa sepakat dengan konsep demokrasi dan hak asasi yang digagas oleh Gus Dur 
yaitu demi terciptanya sebuah tatanan masyarakat madani dan saling menghargai 
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perbedaan. Dengan hadirnya Gus Dus dan konsep pluralismenya etnis Tionghoa 
dipandang sama seperti warga negara lainnya. 

ABSTRACT 
 

Abduurrahman, the view of the ethnic Chinese in Surabaya on the conceptof 
pluralism K.H. Abdurrahman Wahid, Surabaya: Thesis IAIN Sunan Ampel Faculty 
Of Adab,  2012. 

Thesis, entitled the view of ethnic Chinese in Surabaya on the concept of 
pluralism K.H. Abdurrahman Wahid has three focus studies, the history of ethnic 
Chinese in Surabaya, how the concep of pluralism KH. Abdurrahman Wahid. 

Chinesse ethnic is one of ethniscswho for centuries occupied the archipelago 
that coexist with the ingenious commonity. In the history ethnic Chinese enteredthe 
archipelago was taken by admiral cheng hoo (Chinese Moslem ) by way of the sea, 
however, during the colonial era, the old order, the new order of the chinese ethnic 
get discrimination a very hard from the goverment,  especially in the new order. After  
the collepse of the new order, govermence reform is KH. Abdurrahman Wahid ( the 
father of pluralism), get a breath of fresh air for the minority of chinese ethnic 
especially given  the freedom of expression in any form, relegious, cultural, trade and 
etc. 

This reseachincludes fieldwork and library research, which is useful way of 
working with the field down to the place of worship namely confucianism Boaen Bio 
temple and the religious organization of chinese islam is PITI (the elder members 
monotheisticfaith of Indonessia) in Surabaya to seek data for the sake of 
completenessi in compelingsuch scientific work and reviewing other literature put 
forward by scientistsat the present time. 

The approach used in this study is sociologicaland historical. Sociological 
approach is used to exspressthe processes that are closely related to the effort of 
understanding of causality between the ethnic Chinese and social of siciety in the 
understanding of the concept of pluralism KH. Abdurrahman Wahid. While the 
historical approach is intendid to exsplore, examine the sources of the past relating to 
the ethnic chinese in the form of records and documents and books on the work of 
scientist. By using methods of historical research as in the book history of reseach 
methods by Dudung Abdurrahman, namely: collecting sources, criticsm, 
interpretation, and historiography. 

Of this study concluded that the views of ethnic chinese in Surabaya on KH. 
Abdurrahman Wahid is very positive and appreciative. Chinese ethnic agree with the 
concept of democracy and human righ wich is designed by Gus Dur is for the creation 
of a civil society and respect defference. With the presence of Gus Dur and the and 
the concept of pluralism is seen that the ethnic chinese is like citizens of other 
countries. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang paling 

banyal memiliki sifat kemajemukan yang mana kemajemukan yang dimiliki 

bangsa Indonesia adalah suku, ras, agama maupun perbedaan pandangan 

(ideologi) dan pendapat dalam melihat realitas merupakan kekayaan dan 

kebangaan tersendiri yang tidak dimiliki bangsa lain. Hal ini terbukti bahwa 

mulai kerajaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya, kerajaan Islam Demak sampai 

pada lahirnya Indonesia merupakan bangsa yang plural yang kaya akan 

budaya, suku, bahasa, keyakinan dan agama. 

Pada tahun 1963 Presiden Republik Indonesia, Soekarno memberikan 

pidato dalam konggres Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan 

Indonesia), dalam pidatonya Soekarno menekankan bahwa Bangsa Indonesia 

terdiri dari berbagai suku, di antaranya suku Jawa, Suku Batak, SukuMinang, 

dan Suku peranakan Tionghoa.1 Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-

Qur’an. 

نَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِ
  )١٣(أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

  
                                                 

1 Leo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES 
Indonesia, 2002), 12. 
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Artinya:  

“Hai manusia sesungguhnya kami mencipkatan kamu dari seorang laki-
laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal”.2 
 

Indonesia dengan kondisi yang demikian tentunya menimbulkan 

tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di atas 

keragaman. Bagaimana bangsa Indonesia mampu berperan adil menata negara 

ini dengan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kemanusiaan tanpa 

adanya diskriminasi salah satu keragaman tersebut baik perbedaan suku, ras, 

bahasa dan lebih-lebih agama. 

Dengan kondisi yang plural tidak menutup kemungkinan adanya 

perbuatan dan tingkah laku yang salah. Perlakuan yang tidak seimbang di 

antara kemajemukan tersebut. Baik suku, ras, bahasa, agama dan warna 

kulitpun. Setiap perbuatan dan tingkah laku tidak pernah bebas dari 

kemungkinan bersalah. Misalnya perasaan anti Tionghoa di Indonesia. Entah 

kenapa perasaan itu muncul dan berkembang di tataran masyarakat Indonesia 

dan sebab munculnya itupun banyak faktor di antaranya adalah rasialisme, 

artinya masyarakat menganggap bahwa etnis Tionghoa dianggap bukan orang 

Indonesia walaupun secara hukum mereka diakui sebagai warga negara 

Indonesia, sehingga etnis Tionghoa dibenci oleh orang-orang pribumi. Ada 

indikasi bahwa kebencian orang-orang pribumi terhadap etnis Tionghoa di 
                                                 

2 Al-Qur’an, 49 (Al- Hujarat): 13. 
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Indonesia dilatarbelakangi oleh faktor luar yang sengaja menciptakan sentimen 

rasial demi kepentingan ekonomi. Secara umum dengan kondisi masyarakat 

pribumi pada waktu itu yang sangat menghagai dan menjunjung tinggi rasa 

hidup kebersamaan dan sangat tidak mungkin apabila masyarakat mempunyai 

perasaan anti Tionghoa di tengah-tengah kerja keras yang mereka bangun 

setiap hari. 

Perasaan anti terhadap etnis Tionghoa tetap muncul dalam kalangan 

masyarakat pribumi dan kebencian-pun tidak dapat dihindari. Sehingga 

perlakuan warga pribumi terhadap etnis Tionghoa yang juga dipengaruhi oleh 

elit penguasa demi kepentingan ekonomi dan politik dengan mengatasnamakan 

rakyat ingin menguasai etnis Tionghoa dengan segala kebijakan. Dalam 

catatan sejarah di Indonesia sering terjadi konflik fisik dan politik antara 

masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa peranakan. Kalimantan barat 

misalnya, pada tahun1967 telah terjadi pengusiran etnis- Cina- Indonesia oleh 

suku-suku bangsa pribumi dari daerah pedalaman menuju daerah perkotaan di 

kawasan pantai. Selain itu di tahun 1963 dan 1973 di Bandung masyarakat 

pribumi berhura-hura menyuarakan anti Cina.3 Kejadian yang sama berulang 

pada tahun 1998 menjelang era reformasi yang disertai kerusuhan yang 

menjadi perhatian banyak orang terutama di kalangan Tionghoa yaitu larangan 

                                                 
3 M. D. La Ode, Tiga Muka Etnis Cina- Indonesia (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1997), 

75. 
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Tionghoa hidup di negeri Indonesia dengan adanya amukan massa.4 Toko, 

rumah, pabrik yang menjadi milik orang Tionghoa menjadi sasaran perusakan 

massa, sehingga kalau mereka pingen hidup aman toko, rumah dan pabrik 

harus bertuliskan “ini milik pribumi” dan “ini milik pak Haji” dan agama 

Islam dijadikan rujukan akhir untuk masalah keamanan dalam hidupnya. 

Padahal sebelum kedatangan kolonialis dari Eropa hubungan orang Tionghoa 

dengan non Tionghoa, terutama dengan orang Islam di Indonesia tidak 

menunjukkan perbedaan ras ataupun suku.5 Tanggal 18 Mei 1998 Pator Yesuit 

Sandyawan SJ mengumumkan bahwa korban yang meninggal mencapai 1.188 

Jiwa. Baik di Jakarta maupun di Tanggerang. Laporan yang sama 

menyebutkan etnis Cina telah menjadi korban penjarahan dan pelecehan 

sexsual oleh massa.6 

Konflik antara warga etnis Tionghoa dengan msyarakat pribumi juga 

menjadi salah satu bagian sejarah yang mengiringi perkembangan dewasa ini. 

Dalam catatan sejarah masyarakat Indonesia sebelum kedatangan kolonial 

(yaitu masa kerajaan) keberadaan etnis Tionghoa tidak begitu dipersoalkan 

oleh masyarakat pribumi itu sendiri. Setelah Indonesia kedatangan negara 

kolonial terutama Belanda keadaan ini berubah karena Belanda memposisikan 

                                                 
4 Aras dan Yun, Islam Tionghoa, 3. 
5 Sie Hok Tjuan, Surat dari Belanda “Sejarah Keturunan Tionghoa yang Terlupakan” 

(Jakarta: tp, tt), 2. 
6 Edward Aspinall, Dkk, Titik Tolak Reformasi (Yogyakarta: LkiS, 2000), 139. 
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etnis Tionghoa sebagai entitas tersendiri dari masyarakat pribumi dan 

memanfaatkan untuk kepentingan penjajah. 

Perlakuan yang diskriminatif oleh bangsa Indonesia kepada etnis 

Tionghoa yaitu pada masa pemerintaha orde baru yang pada wakti itu 

dipimpin oleh Soeharto. Pada waktu orde baru ini pemerintah berupaya 

mengkikis habis kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia. Warga Tionghoa 

tidak diizinkan mengamalkan dan mengajarkan tradisi dan adat-istiadatnya 

secara publik. Misalnya merayakan tahun baru imlek, Cap Gome dan 

memainkan Barongsai. Yang lebih mengenaskan lagi semua Kelenteng harus 

diubah menjadi Wihara, agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi di 

Indonesia, belajar bahasa Tionghoa dilarang keras, koran dan publikasi yang 

berbahasa Tionghoa dilarang terbit kecuali koran setengah Tionghoa yang 

dikelola oleh militer atau dapat disebut sebagai koran iklan.7 Dilihat dari sikap 

politik orde baru, masalah ke-Tionghoa-an dianggap sebagai keburukan. 

Prasangka rasial dipupuk sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan 

politik atas diskriminasi dari salah satu ras di Indonesia. 

Sejarah mengingatkan kita, pada tahun 1966 atas anjuran seminar 

Angkatan Darat istilah Tionghoa diganti dengan sebutan Cina dengan alasan 

untunk menghilangkan rasa inferior di kalangan pribumi dan superior di 

kalangan etnis Tionghoa yang latarbelakangnya hidup di Indonesia. Dengan 

kata lain, perubahan istilah merupakan pelampiasan ketidaksukaan masyarakat 
                                                 

7 Leo Suryadinata,  Negara, 16. 
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pribumi terhadap etnis Tionghoa. Namun kenyataannya tidak semua 

masyarakat pribumi merasakan inferior dan sebaliknya banyak juga Cina yang 

tidak mampu. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi di atas 

memperlihatkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia zaman orde baru yang 

dikomandani oleh Soeharto menganut konsep bangsa yang sempit dan ketat, 

yang menyebabkan sukarnya etnis Tionghoa menjadi bagian integral bangsa 

Indonesia. Sehingga sikap “anti Cina” telah mempengaruhi pandangan 

masyarakat pribumi secara umum. Toh kenyataannya banyak membuktikan 

ketika ada kerusuhan etnis Tionghoa yang dijadikan kambing hitam. 

Kebijakan asimilasi pemerintah orde baru terkesan punya tendensi di 

satu pihak ingin membaurkan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Di 

pihak lain, ingin memisahkan dan mengeksploitasi keberadaan etnis Tionghoa 

di Indonesia untuk dijadikan kambing hitam ketika pemerintah mulai tidak 

percaya oleh rakyat seperti peristiwa kerusuhan menjelang reformasi. 

Runtuhnya rezim orde baru memberikan angin segar bagi alam 

demokrasi di Indonesia. Kebebasan yang semakin lama berada di balik tirai 

besi akhirnya lepas juga, namun kebebasan bukan berarti bebas tanpa aturan 

dan norma. Berbagai macam kerusuhan dan tindakan main hakim sendiri 

dengan dibungkus “kertas” persoalan sosial, ekonomi dan politik dengan 

nuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang cukup kental di 

berbagai belahan Indonesia misalnya etnis Tionghoa itu sendiri. Peristiwa ini 

sangat disayangkan dan menandakan bahwa masyarakat telah kehilangan jati 
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dirinya sebagai manusia yang berkemanusiaan dan berbudi. Penghormatan atas 

keberagaman belum dijunjung tinggi. 

Dari latar belakang di atas, maka judul Pandangan Etnis Tionghoa 

Terhadap Konsep Pluralisme KH. Abdurraman Wahid: Studi Sejarah Sosial 

adalah berupaya untuk mengkorelasikan antara konsep pluralisme KH. 

Abdurrahman Wahid dengan etnis Tionghoa dan sejauh mana etnis Tionghoa 

melihat sosok tokoh yang plural tersebut. KH. Abdurrahman Wahid yang 

akrap disapa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya 

pluralisme, masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup 

berdampingan secara damai, karena hal ini masih sangat rentan terhadap 

munculnya kesalah pahaman antarkelompok masyarakat yang pada saat itu 

bisa menimbulkan disintegrasi. Pluralitas suatu masyarakat atau bangsa 

haruslah tetap dipelihara dan dijaga bersama demi tegaknya keadilan dan 

keamanan hidup manusia yang berbangsa dan bernegara. Misalnya di 

Surabaya, kota ini juga dihuni dari berbagai suku, ras, dan bahkan hanpir 

seluruh agama resmi di Indonesia ada di kota ini termasuk agama Konghucu 

yang dikenal klenteng mbah ratu di Surabaya8. Surabaya menjadi salah satu 

kota besar tempat bermukim masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia dan 

Surabaya merupakan salah satu kota penting di Jawa dan salah satu kota tertua 

di Indonesia. Di masa kolonial kota ini berkembang dan menjadi salah satu 

                                                 
8 Kong Yuanzhi, Muslim Tionghoa Cheng Ho Misteri PerjalananMuhibah di Nusantara 

(Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), 180. 
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kota modern.9 Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya 

kesadaran saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang 

satu dengan kelompok yang lain memberi dan menerima dan khususnya umat 

Islam bagaimana menerima dan memberi dengan menggunakan dua kacamata 

Islam yaitu al- Qur’an dan al- Hadits. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu karya ilmiah merupakan hal yang sangat 

penting atau dapat dikatakan sebagai penentu. Karena dengan adanya rumusan 

masalah akan menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah etnis Tionghoa di Surabaya? 

2. Bagaimana konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid? 

3. Bagaimana pandangan entis Tionghoa Surabaya terhadap konsep 

pluralisme KH. Abdurrahman Wahid? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejarah etnis Tionghoa di Surabaya. 

2. Mengetahui konsep pluralisme menurut KH. Abdurrahman Wahid. 

                                                 
9 Anjarwati Noordjanah, Komunitas Tionghoa di Surabaya tahun 1910-1946 (Semarang: 

Messias, 2004), 69-79. 
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3. Mengetahui pandangan etnis Tionghoa Surabaya terhadap konsep 

pluralisme KH. Abdurrahman Wahid. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

1. Menyambung keputusan sejarah dan membangkitkan kesadaran baru 

dikalangan umat Islam khususnya dan seluruh umat beragama untuk 

memacu semangat dalam bidang toleransi dan sikap menghargai perbedaan 

baik suku, ras dan agama dalam kata lain menjunjung tinggi pluralisme 

demi kebaikan bersama.  

2. Untuk menambah khasanah atau wawasan sebagai masyarakat plural di 

Indonesia dan menjadi bahan studi lebih lanjut yang lebih baik dan lebih 

berbobot. 

3. Untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh pentingnya kerukunan umat 

beragama guna menjadikan hidup ini lebih toleran dan terbuka menerima 

sesuatu yang berbeda apa yang selama ini diyakini. 

 
E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis yaitu menelusuri sumber-sumber masa lalu yang berkaitan dengan 

etnis Tionghoa baik berupa arsip maupun dokumen-dokumen dan juga seiring 

dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sejarah sebagai 

sebuah disiplin ilmu mampu menunjukkan fungsinya yang sejajar dengan 

ilmu-ilmu pengetahuan lainnya bagi kehidupan umat manusia kini dan masa 
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akan datang. Etnik Tionghoa merupakan objek utama dalam penelitian ini. 

Tentu penulis memasukkan eksplanasi  kritis untuk menjawab pertanyaan 

tentang “bagaimana” dan “mengapa” etnis Tionghoa ada dan berkembang di 

Indonesia. Terdorong oleh dua hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan 

apa dan konsep-konsep serta teori-teori yang bagaimana dari ilmu-ilmu sosial 

yang memungkinkan upaya rekonstruksi etnis Tionghoa menjadi lebih 

strategis.10 Maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial 

karena ilmu sosial mampu menganalisis kausalitas gejala historis yang sangat 

komplek.11 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pembahasannya 

mencakup golongan sosial dalam hal ini etnis Tionghoa Surabaya karena 

memiliki peran yang sangat penting, terutama pandangannya terhadap tokoh 

plural Indonesia yaitu KH. Abdurrahman Wahid. Secara metodologis 

penggunaan sosiologi dalam kajian sejarah itu, sebagaiman dijelaskan Weber 

adalah bertujuan memahami arti subyektif dari perilaku sosial, bukan semata-

mata menyelidiki arti obyektif. Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini 

dapat mengungkap proses-proses sosial yang erat hubungannya dengan upaya 

pemahaman kausalitas antara etnis Tionghoa dan perubahan sosial masyarakat 

dalam memandang perbedaan ras, suku maupun agama sama-sama saling 

menghargai di antara perbedaan tersebut. Menurut Marvin E. Olsen di dalam 

                                                 
10 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 10. 
11 Ibid, 11-12. 
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perubahan sosial itu seringkali disertai suasana kegelisahan sosial, 

disintegrasi, dan konflik sosial. Bahkan antara konflik dan perubahan sosial itu 

sendiri misalnya, pada dasarnya merupakan dua proses yang jalin-menjalin 

atau keduanya memiliki efek yang timbal-balik, tetapi kenyataannya keduanya 

tidak dapat disamakan karena proses yang terpisah. 

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional seperti yang 

dijelaskan oleh Chitambar di buku yang sama, bahwa konsep perubahan itu 

menunjukkan berbedanya aspek fungsi dan struktur pada waktu kemudian 

dibanding dengan pada waktu sebelomnya artinya etnis Tionghoa memandang 

tokoh plural KH. Abdurrahman Wahid sebelum dan menjabat sebagai presiden 

Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan fungsi dan struktur itu? 

Ibrahim Alfian di halaman yang sama, dengan mengikuti teori Chitambar itu 

menerangkan bahwa struktur adalah susunan sistematis yang menjadi sifat 

masyarakat. Bagian-bagian dari struktur suatu masyarakat ialah kelompok, 

organisasi, institusi, komunitas dan kolektifitas dalam hal ini etnis Tionghoa 

menjadi bagian struktur suatu masyarakat. Adapun fungsi adalah aspek 

pertalian antara berbagai komponen, termasuk didalamnya jasa-jasa yang 

diberikan oleh suatu komponen lainnya dalam keseluruhan struktur dalam hal 

ini KH. Abdurrahman termasuk komponen dalam struktur etnis Tionghoa dan 

memberi kontribusi yang sangat besar terhadap etnis Tionghoa dalam 

kelangsungan hidupnya di Indonesia sehingga dinobatkan sebagai bapak 

Tionghoa Indonesia. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Jauh sebelum penulis membahas tentang “konstruksi sejarah sosial 

(pandangan etnis Tionghoa terhadap konsep pluralisme KH. Abdurrahman 

Wahid di Surabaya), penulis terlebih dahulu pernah membaca beberapa skripsi 

baik yang berhubungan dengan etnis Tionghoa maupun KH. Abdurrahman 

Wahid, diantaranya adalah skripsi dari Munawar (2010) “KH. Abdurrahman 

Wahid dan konsep pluralisme”, Muyasaroh (2004) “Studi Keberadaan Etnis 

Tionghoa Pada Masa Orde Baru”, Siti Inayah Faizah (2001) “Dakwah dan 

Masyarakat Etnis Tionghoa Muslim: Kajian Grounded makna dan Aplikasi 

Dakwah Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Muslim di Surabaya”, dan Tri 

Sulistryani (2004) “Masyarakat Muslim Tionghoa di Pandean- Taman 

Madiun: Asal- mula dan Perkembangannya pada Tahun 1980- 2004” Namun 

kesemuanya skripsi di atas tidak ada yang fokus membahas hubungan antara 

KH. Abdurrahman Wahid dengan etnis Tionghoa di Surabaya. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber Data) 

Guna mendapatkan sumber atau data yang akurat dan faktual terkait 

etnis Tionghoa, maka penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut: 
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a. Metode Observasi 

Observasi ialah pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis.12 Data obsevasi untuk mencari sumber atau data tentang: 

1) Masalah fasilitas yang ada seperti gedung, rumah, pos, keamanan 

dan lain sebagainya. 

2) Masalah sarana dan prasarana pengembangan ilmu keagamaan 

ataupun ilmu pengetahuan seperti: tempat peribadatan etnis 

Tionghoa, Mushalla, Masjid, Majlis Ta’lim dan Media dakwah 

lainnya. 

3) Masalah aktifitas pengamalan dalam keilmuan seperti: penulisan 

karya ilmiah baik buku maupun majalah dan sebagainya. 

b. Metode Interview 

Interview adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara 

tanya-jawab.13 Dalam hal ini peneliti bermaksud agar memperoleh 

jawaban yang berkaitan dengan data yang sebenar-benarnya tentang 

etnis Tionghoa di Surabaya di samping data-data lainnya. 

c. Metode Quesioner 

                                                 
12 Sustrisno Hadi, Metodologi Risearch, Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 137. 
13 Ibid, 193. 
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Quesioner adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan.14 

Hal ini di gunakan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan 

etnik Tionghoa serta pandangan etnis Tionghoa Surabaya terhadap 

konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokemntasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

agenda, dan lain sebagainya.15 Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang: 

1) Mengenai sejarah etnis Tionghoa di Surabaya 

2) Mengenai jumlah anggota etnis Tionghoa di Surabaya. 

3) Latar belakang serta keadaan anggota etnis Tionghoa di Surabaya. 

e. Sumber data lain: 

1) Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek penelitian.16 Yaitu 

semua elemen yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini adalah para 

akademisi dari anggota etnis Tionghoadi Surabaya. 

2) Sampel 

                                                 
14 Koentjaraningrat, Metode- Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1994), 173. 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 188. 
16 Ibid, 115. 
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 Sampel disini sebagai perwakilan dari jumlah keseluruhan anggota 

etnis Tionghoa yang ada di Surabaya, sehingga dari sampel dapat 

tergambar suatu kajian penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil 

sampel anggota etnis Tionghoa di Surabaya sebanyak 3-5 orang dari 

jumlah keseluruhan. 

3) Informen 

Informen yaitu pelaku sejarah yang dapat memberi informasi apa-

apa yang pernah dia rasakan sebagai komunitas kecil pada masa 

orde baru dan masa reformasi untuk  dijadikan bahan dalam 

penyusunan karya ilmiah ini. 

2. Kritik Sumber 

Kegiatan ini peneliti gunakan untuk meneliti sumber-sumber yang 

sudah peneliti dapatkan dengan cara-cara di atas agar memperoleh kejelsan 

dan kepastian bahwa sumber yang peneliti dapatkan kredibel atau tidak, 

dan apakah sumber-sumber tersebut autentik atau tidak. Dalam proses ini, 

peneliti mengguanakn dua cara untuk meneliti sumber-sumber tersebut 

kredibel atau tidak dan autentik atau tidak, dua cara iti adalah, sebagai 

berikut: 

a. Kritik Intern yaitu suatu upaya yang dilakukan peniliti untuk melihat 

apakah isi sumber tersebut cukup kredibel atau tidak. 

b. Kritik ekstern yaitu suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk melihat 

sumber yang peneliti dapatkan autentik atau tidak. 
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3. Interpretasi dan penafsiran suatu upaya sejarawan untuk melihat kembali 

tentang sumber-sumber yang didapatkan dan yang telah diuji 

autentisitasnya. Dalam hal ini penulis berusaha untuk memberi penafsisan 

dari data-data yang sudah penulis kumpulkan, baik hasil interview, 

observasi dan data-data dari dokumentasi agar mendapatkan hasil yang 

dapat dipertanggung jawaban sebagai karya ilmiah. 

4. Historiografi adalah menyusun atau merekronstruksi masa lampau secara 

obyektif dan sistematis dalam pengumpulannya, mengevaluasi, 

menjelaskan, dan mensistensiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan 

menarik kesimpulan secara tepat tentang asal-mula munculnya etnis 

Tionghoa sampai masuknya etnis Tionghoa di Surabaya serta 

pandangannya terhadap konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid. 

5. Pola peyajian 

a. Informasi deskriptif yaitu menggambarkan realitas empirik. Dengan 

mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang 

sekarang ini terjadi. Dengan kata lain informasi deskriptif  ini memberi 

informasi mengenai pandangan etnis Tionghoa di Surabaya terhadap 

konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid. 

b. Analisis interpretatif yaitu pola penyajian dengan menggunakan analisa 

untuk mencapai suatu kesimpulan yang utuh. Adapun langkah awal 

yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data yaitu dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik itu dari 
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interview, observasi atau yang lainnya. Selanjutnya data tersebut 

diklarifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian (deskriptif analisis) 

yang berupaya menggambarkan kondisi yang diteliti secara menyeluruh 

kemudian setelah itu ditarik penemuan-penemuan baru dan 

dikorelasikan penemuan tadi dengan teori yang ada. 

 
H. Sistematika Bahasan 

Untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam penyajian diperlukan 

sistematika yang mapan, karena dengan demikian akan mempermudah dalam 

memahami isi dari seluruh rangkaian penulisan itu sendiri. Demikian pula 

halnya dengan penulisan karya ilmiah ini. Adapun sistematika dalam penulisan 

ini akan tebagi menjadi lima bab utama dengan bebrapa sub-bab yang 

mempunya keterkaitan dengan bab tersebut. Untuk mendapatkan gambaran 

dari lima bab tersebut dapat disebutkan sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang diawali dengan menguraikan latar 

belakang masalah secara berturut, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika bahasan 

Bab II penulis menguraikan sejarah masuknya etnis Tionghoa di 

Surabaya diawali dari Sejarah etnis Tionghoa di Indonesia: sejarah masuknya 

etnis Tionghoa di Indonesia, etnis Tionghoa pada masa Orde Lama, etnis 

Tionghoa pada masa Orde Baru, dan etnis Tionghoa pada masa Reformasi. 
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keberadaan etnis Tionghoa di Surabaya: kondisi geografis dan demografis 

etnis Tionghoa di Surabaya, sejarah masuknya etnis Tionghoa di Surabaya, 

kondisi sosial-Agama masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya 

Bab III penulis mengupas konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid. 

Pada bab ini meliputi: pluralisme dalam kontek ke-Indonesia-an, Pluralisme 

dalam kontek ke-Agama-an; pluralisme dalam pandangan Islam, pluralisme 

dalam pandangan Konghucu. konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid 

meliputi: pribumisasi Islam, nilai- nilai demokrasi, pluralitas masyarakat, dan 

prinsip keadilan 

Bab IV merupakan bagian inti dalam skripsi ini. Pandangan etnis 

Tionghoa di Surabaya terhadap konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid 

Bab V adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan 

dan saran-saran bagi pembaca karya ini. 
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BAB II 

SEJARAH MASUKNYA ETNIS TIONGHOA DI SURABAYA 
 

A. Sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia 

1. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa di Indonesia 

Leluhur orang Tionghoa-Indonesia berimigrasi secara bergelombang 

sejak ribuan tahun yang lalu. Catatan-catatan dari Cina menyatakan bahwa 

kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-

dinasti yang berkuasa di Cina. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan 

perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara 

dan sebaliknya. 

Awal mula kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia berawal pada 

masa kejayaan Kerajaan Kutai di pedalaman kalimantan, atau Kabupaten 

Kutai, yang daerahnya kaya akan hasil tambang emas itulah mereka 

dibutuhkan sebagai pandai perhiasan (Emas). Karena kebutuhan akan pandai 

emas semakin meningkat, maka didatangkan emas dari Cina daratan, di 

samping itu ikut dalam kelompok tersebut adalah para pekerja pembuat 

bangunan dan perdagangan.1 Mereka bermukim menyebar mulai dari 

Kabupaten Kutai, Sanggau Pontianak dan daerah sekitarnya. 

Gelombang kedua kedatangan Etnis Cina (Tionghoa) ke Indonesia 

ialah pada masa kerajaan Singosari di daerah Malaka Jawa Timur sekarang. 

                                                 
1Pramoedya A. Toer, Hoakiau di Indonesia (Jakarta: Graha Budaya, 1998), 175. 
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Kedatangan mereka di bawah armada tentara laut Khubilaikan (Jhengiskan) 

dalam rangka ekspansi wilayah kekuasaannya. Namun utusan yang pertama 

ini tidaklah langsung menetap, hal ini dikarenakan ditolaknya utusan tersebut 

oleh Raja. 

Pada Ekspedisi yang kedua tentara laut Khubilaikan ke-tanah Jawa 

dengan tujuan membalas perlakuan raja Singasari terhadap utusan mereka 

terdahulu, namun mereka sudah tidak menjumpai lagi kerajaan tersebut, dan 

akhirnya mendarat di sebuah pantai yang bernama Loa sam (sekarang Lasem) 

sebagai armada mereka menyusuri pantai dan mendarat di suatu tempat yang 

Sam Toa Lang Yang kemudian menjadi Semarang. Masyarakat etnis Cina ini 

kemudian mendirikan sebuah tempat ibadat (Kelenteng) yang masih dapat 

dilihat sampai masa sekarang. 

Karena runtuhnya Singosari dan Majapahit, serta munculnya kerajaan 

baru yaitu Demak sebagai sebuah kerajaan Islam, maka keberadaan Etnis Cina 

ini dipakai sekutu Demak di dalam rangka menguasai tanah Jawa dan 

penyebaran agama Islam. Hal itu dimungkinkan karena panglima armada laut 

yang mendarat di Semarang, seoarang yang beragama Islam, yaitu Cheng Ho. 

Penyebaran Islam di Jawa oleh etnis Tionghoa ini ternyata berhubungan 

dengan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa yaitu wali songo. Empat 

dari sembilan wali songo merupakan orang Cina atau masih keturunan Cina, 

yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang (anak dari Ampel dan seorang wanita 

Cina), Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunungjati. Selain menyebarkan agama 
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Islam, Etnis Cina ini juga diberi wewenang untuk menjalankan Bandar atau 

pelabuhan laut di Semarang dan Lasem. Hal ini oleh Demak dimaksudkan 

untuk melumpuhkan Bandar-bandar laut yang lain, yang masih dikuasai oleh 

sisa-sisa Singasari dan Majapahit seperti bandar laut Tuban dan Gresik.2 

Beberapa peninggalan zaman dahulu yang menyebutkan tentang 

kedatangan etnis Tionghoa ada baik di Indonesia maupun di negeri Cina . 

Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Cina disebut-sebut sebagai warga asing 

yang menetap di samping nama-nama suku bangsa dari Nusantara, daratan 

Asia Tenggara dan anak benua India. Beberapa catatan tertua ditulis oleh para 

agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-9. Fa 

Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa (“To lo mo”) dan I Ching ingin 

datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di 

Nusantara untuk belajar bahasa Sansekerta dahulu. Di Jawa ia berguru pada 

seseorang bernama Janabahadra Dalam suatu prasasti perunggu bertahun 860 

dari Jawa Timur disebut suatu istilah, Juru Cina, yang berkait dengan jabatan 

pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Beberapa motif relief di 

Candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera 

Tiongkok.3 

                                                 
2 Pramoedya A. Toer, Hoakiau di Indonesia (Jakarta: Graha Budaya, 1998), 143-144. 
3 Kong Yuanzhi, Muslim Tionghoa Cheng Ho Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara 

(Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), 47-86. 
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2. Etnis Tionghoa pada Masa Kolonial 

Belanda membagi masyarakat dalam tiga golongan: pertama, golongan 

Eropa atau Belanda; kedua timur asing China termasuk India dan Arab; dan 

ketiga pribumi yang dibagi-bagi lagi dalam suku bangsa hingga muncul 

Kampung Bali, Ambon, Jawa dan lain-lain. Belanda juga mengangkat 

beberapa pemimpin komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan 

setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas 

Tionghoa. Beberapa di antara mereka ternyata juga telah berjasa bagi 

masyarakat umum, misalnya So Beng Kong dan Phoa Beng Gan yang 

membangun kanal di Batavia. Di Yogyakarta, Kapiten Tan Djin Sing sempat 

menjadi Bupati Yogyakarta.  

Sebetulnya terdapat juga kelompok Tionghoa yang pernah berjuang 

melawan Belanda, baik sendiri maupun bersama etnis lain. Bersama etnis 

Jawa, kelompok Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740-1743. Di 

Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam “Republik” 

Lanfong berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX. Dalam 

perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi 

sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 

1740 dan pembantaian masa perang Jawa 1825-1830. Pembantaian di Batavia 

tersebut melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di 

beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada 
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gilirannya ini mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa 

tidak lagi diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan 

Wijkenstelsel ini menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di 

sejumlah kota besar di Hindia Belanda.4 

Secara umum perusahaan Belanda dan pihak swasta asing dominan 

dalam sektor ekonomi utama, seperti manufaktur, perkebunan, industri tekstil 

dan lain-lainnya. Muncul perubahan peran ekonomi etnis Cina, yang saat itu 

sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor impor yang waktu itu 

masih didominasi Belanda. Kemudian diikuti oleh tumbuhnya bank-bank 

swasta kecil yang dimiliki oleh etnis Cina, dan muncul juga dalam industri 

pertekstilan (Mackie, 1991:322-323). 

Bidang pelayaran menjadi sektor utama yang secara luas di pegang 

oleh etnis Cina masa itu, tetapi pada akhirnya mendapat saingan dari 

perusahaan negara dan swasta pribumi. Pada bidang jasa dan profesipun 

secara kuantitatif meningkat, tetapi untuk dinas pemerintahan dan angkatan 

bersenjata, secara kuantitas hampir tidak ada. 

Pada tahun 1816 sekolah Belanda telah didirikan, tetapi hanya untuk 

anak-anak Belanda. Pada akhir abad XIX anak-anak Tionghoa kaya diijinkan 

masuk sekolah Belanda, tetapi kesempatan masuk sekolah Belanda amat kecil. 

Maka pada tahun 1901 masyarakat Tionghoa mendirikan sekolah Tionghoa 

                                                 
4 Jusuf, Jalan Panjang  (Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2001), 12. 
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dengan nama Tionghoa Hwee Koan (THHK). Pada tahun 1908 THHK ini 

sudah didirikan di berbagai kota di Hindia Belanda. 

Perhatian Pemerintah Tiongkok terhadap sekolah THHK ini mulai 

besar, banyak guru yang dikirim ke Tiongkok untuk dididik. Melihat 

perkembangan baru ini pemerintah kolonial Belanda khawatir kalau tidak 

dapat menguasai gerak orang Tionghoa maka didirikan sekolah Belanda untuk 

orang Tionghoa. Namun biaya di sekolah Belanda untuk anak Tionghoa ini 

sangat mahal, kecuali untuk mereka yang kaya, maka anak Tionghoa yang 

sekolah di THHK lebih banyak. Dalam perkembangan berikutnya Sekolah 

Belanda lebih dipilih karena lulusan dari sekolah Belanda gajinya lebih besar 

dan lebih mudah mencari pekerjaan di kantor-kantor besar. Banyak orang 

meramalkan bahwa THHK akan bubar, tetapi kenyataannya tidak. Para 

pengelola THHK ini ternyata lebih tanggap terhadap perubahan jaman 

sehingga masih tetap dipercaya oleh sebagian orang Tionghoa, bahkan hingga 

kini masih ada dan dikenal sebagai salah satu sekolah nasional 

3. Etnis Tionghoa pada Masa Orde Lama 

Pada jaman orde lama hubungan antara Indonesia dengan Cina sangat 

mesra, sampai-sampai tercipta hubungan politik Poros Jakarta-Peking. Pada 

waktu itu (PKI). Pada tahun 1946 Konsul Jendral Pem. Nasionalis Tiongkok, 

Chiang Chia Tung (itu waktu belum ada RRT) dengan Bung Karno datang ke 

Malang dan menyatakan Tiongkok sebagai salah satu 5 negara besar (one of 

the big five) berdiri di belakang Republik Indonesia. Mendukung perjuangan 
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kemerdekaan Indonesia, terutama dalam memperoleh pengakuan Internasional 

atas pengakuannya.5 Orang Tionghoa mendapat sorakan khalayak ramai 

sebagai kawan seperjuangan. Di stadion Solo olahragawan Tony Wen dengan 

isterinya (bintang film Tionghoa) menyeruhkan untuk membentuk barisan 

berani mati (cibaku-tai, kamikaze) melawan Belanda dan sesuai contoh 

batalyon Nisei generasi ke-2 Jepang di USA yang ikut dalam perang dunia ke-

2, di Malang ingin didirikan batalyon Tionghoa berdampingan dengan lain-

lain kesatuan bersenjata seperti Laskar Rakyat, Pesindo, Kris (golongan 

Menado), Trip (pelajar). Pimpinan Tionghoa kwatir provokasi kolonial dapat 

menimbulkan bentrokan bersenjata dengan kesatuan Pribumi. Mereka 

menolak pembentukan batalyon tersebut. Orang-orang Tionghoa yang ingin 

ikut melawan Belanda dianjurkan untuk masing-masing masuk kesatuan-

kesatuan Pribumi menurut kecocokan pribadi. 

Namun etnis Tionghoa yang begitu dihargai pada masa orde baru, 

justru menjadi sasaran pelampiasan massa yang dipolitisir, karena peristiwa 

G30S/PKI yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, ada anggapan 

bahwa komunis pasti orang Cina, padahal anggapan seperti itu belum tentu 

benar. Peristiwa G30S/PKI menjadi salah satu peristiwa yang sangat membuat 

trauma etnis Tionghoa selain kerusuhan Mei 1998.6 

                                                 
5 J. Babari dan Albertus Sugeng, Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa di Indonesia (Jakarta: 

Gandi, 1999), 71-72. 
6 Ibid., 73- 74. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Etnis Tionghoa pada Masa Orde Baru 

Pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik yang maha dasyat di 

Indonesia, yaitu pergantian orde, dari orde lama ke Orde Baru. Orde Lama 

yang memberi ruang adanya partai Komunis di Indonesia dan Orde Baru yang 

membasmi keberadaan Komunis di Indonesia. Bersamaan dengan perubahan 

politik itu rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala 

kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina tidak boleh 

dilakukan lagi. Hal ini dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.14 

tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih 

memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme 

mereka terhadap Negara Indonesia diragukan. Akibatnya, keluarlah kebijakan 

yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina baik dalam 

bidang politik maupun sosial budaya.7  

Di samping Inpres No.14 tahun 1967 tersebut, juga dikeluarkan Surat 

Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam 

surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama 

Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong 

menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang.8 Hal 

                                                 
7 Dalam bidang politik, selengkapnya baca  Muhammad A. S Hikam, Politik 

Kewarganegaraan: Landasan Pendemokratisasi di Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1999). 
 
8 Surya Putra, Agamaku Terbang Tinggi (Surabaya: Inspirasi, 2001), 71. 
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ini dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 

Nomor 286/KP/XII/1978. Tidak hanya itu saja, gerak-gerik masyarakat 

Cinapun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah 

Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin). 

Ada beberapa peraturan yang mengatur eksistensi etnis Cina di 

Indonesia yaitu, 

a. Pertama, Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tentang 

masalah ganti nama. 

b. Kedua, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang 

Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina yang wujudnya dibentuk 

dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di 

lingkungan Bakin. 

c. Ketiga, Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-06/PresKab/6/1967, 

tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan 

WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah 

terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI 

keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan 

nama Indonesia. 

d. Keempat, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang 

tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina disekolah-

sekolah nasional sebanyak 40 % dan setiap kelas jumlah murid WNI harus 

lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina. 
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e. Kelima, Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-360/1968 tentang 

penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia. 

f. Keenam, Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 

02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan 

tulisan/ iklan beraksen dan berbahasa Cina.9 

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 

1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan 

kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung 

juga menghapus hak-hak asasi mereka. Misalnya semua sekolah Tionghoa 

dilarang di Indonesia. Sejak saat itu semua anak Tionghoa Indonesia harus 

menerima pendidikan seperti anak orang Indonesia yang lain secara nasional. 

Bahkan pada jaman orde baru tersebut ada larangan menggunakan istilah atau 

nama Tionghoa untuk toko atau perusahaan, bahasa Tionghoa sama sekali 

dilarang untuk diajarkan dalam bentuk formal atau informal. Dampak dari 

kebijakan orde baru ini selama 32 tahun masyarakat Tionghoa Indonesia tidak 

dapat menikmati kebudayaabn mereka sendiri.10 Kesenian barongsai secara 

terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, 

meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia 

terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan 

sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya 

                                                 
9 Indradi Kusuma dan Koerniatmanto Soetoprawira, Diskriminasi Warga Negara dan HAM 

(Jakarta: Komnas HAM, GANDI, FKKB, 2000), 27- 31. 
10J. Babari dan Albertus Sugeng, Diskriminasi Rasial..., 73-74. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah 

Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan 

catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk 

memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. 

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit 

adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa 

Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini 

adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. 

Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu 

kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa 

warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari 

keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh 

komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari 

mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa 

yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan 

dilakukan.11 

5. Etnis Tionghoa pada Masa Reformasi 

Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan 

perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Mereka berupaya 

memasuki bidang-bidang yang selama 32 tahun tertutup bagi mereka. 

Kalangan pengusaha Tionghoa kini berusaha menghindari cara-cara kotor 
                                                 

11 J. Babari dan Albertus Sugeng, Diskriminasi Rasial..., 76- 78. 
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dalam berbisnis, walaupun itu tidak mudah karena mereka selalu menjadi 

sasaran penguasa dan birokrat. Mereka berusaha bermitra dengan pengusaha-

pengusaha kecil non-Tionghoa. Walau belum 100% perubahan tersebut 

terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan 

pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada 

masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang 

dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum 

hal tersebut dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara, misalnya, adalah hal yang 

biasa ketika warga Tionghoa menggunakan bahasa Hokkien ataupun 

memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya. Selain itu, pada Pemilu 

2004 lalu, kandidat presiden dan wakil presiden Megawati-Wahid Hasyim 

menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran kampanyenya untuk menarik 

minat warga Tionghoa. 

Para pemimpin di era reformasi tampaknya lebih toleran dibandingkan 

pemimpin masa orde baru. Sejak masa pemerintahan B.J. Habibie melalui 

Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan 

Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah pula 

diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi 

untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan warga negara 

Indonesia pada umumnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu 

hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etinisitas saja, seperti etnis Jawa, 

Sunda, Batak, Arab, Cina dan lain sebagainya. Di masa pemerintahan Gusdur, 
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Instruksi Presiden (Inpres) No 14/1967 yang melarang etnis Tionghoa 

merayakan pesta agama dan penggunaan huruf-huruf China dicabut. Selain itu 

juga ada Keppres yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid memberi 

kebebasan ritual keagamaan, tradisi dan budaya kepada etnis Tionghoa; Imlek 

menjadi hari libur nasional berkat Keppres Presiden Megawati Soekarnoputri. 

Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, agama Khonghucu 

diakui sebagai agama resmi dan sah. Pelbagai kalangan etnis Tionghoa 

mendirikan partai politik, LSM dan ormas. SBKRI tidak wajib lagi bagi WNI, 

walaupun ada oknum-oknum birokrat di jajaran imigrasi dan kelurahan yang 

masih berusaha memeras dengan meminta SBKRI saat orang Tionghoa ingin 

memperbaharui paspor dan KTP. 

Sebelum Orde Baru etnis Tionghoa aktif dalam bidang kesehatan dan 

pendidikan. Setelah 32 tahun ‘berdiam’ mereka kembali melakukan kegiatan 

sosial, aktif dalam bidang pendidikan. Bahasa Mandarin mulai diajarkan di 

pelbagai sekolah sebagai bahasa alternatif di samping bahasa Inggris. Jadi 

mereka mulai berani memasuki bidang-bidang di luar bisnis semata. Mereka 

membuka diri dan memperdulikan lingkungan di sekitarnya. Merayakan ritual 

agama dan sebagainya. Filsafat kalangan etnis Tionghoa sekarang adalah: 

‘berakar di bumi tempat berpijak’, artinya: (lahir dan) menetap di Indonesia 

selama-lamanya. 
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B. Keberadaan Etnis Tionghoa di Surabaya 

1. Kondisi Geografis dan Demografis Etnis Tionghoa di Surabaya 

Surabaya terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. 

Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di Utara dan Timur, Kabupaten 

Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat. Surabaya berada pada 

dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di 

bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan 

ketinggiannya antara 25 - 50 m di atas permukaan laut dan di bagian barat 

sedikit bergelombang. Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua 

pecahan Sungai Brantas. 

Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, Kota Surabaya memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 2.765.908 jiwa.12 Dengan wilayah seluas 333,063 

km²,13 maka kepadatan penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 8.304 jiwa 

per km². 

Suku Jawa adalah suku bangsa mayoritas di Surabaya. Dibanding 

dengan masyarakat Jawa pada umumnya, Suku Jawa di Surabaya memiliki 

temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya 

adalah jauhnya Surabaya dari kraton yang dipandang sebagai pusat budaya 

Jawa. Meskipun Jawa adalah suku mayoritas (83,68%), tetapi Surabaya juga 

                                                 
12 Data Agregat Sensus Penduduk Tahun 2010 Provinsi Jawa Timur. Diterbitkan oleh Badan 

Pusat Statistik. 
13Luas wilayah Kota Surabaya menurut Situs Web Resmi Pemerintah Kota Surabaya.  
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menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk suku 

Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%), dan sisanya merupakan 

suku bangsa lain atau warga asing. 

Sebagai pusat pendidikan, Surabaya juga menjadi tempat tinggal 

mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara 

mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Sebagai pusat komersial 

regional, banyak warga asing (ekspatriat) yang tinggal di daerah Surabaya, 

dalam hal ini kampung pecinan (Cina peranakan) yang ada di daerah Surabaya 

barat. 

2. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa di Surabaya. 

Sejarah berkata bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang ekspansif. 

Mereka menyebar ke berbagai belahan dunia. Jiwa ekspansif ini dipicu oleh 

karakter budaya mereka yaitu berdagang. Salah satu tujuan persebaran mereka 

adalah Indonesia lebih tepatnya di Surabaya. Selain jalur darat, jalur laut 

mereka pilih karena dirasa lebih efektif dan menjangkau hingga ke pelosok 

nusantara. Kala itu etnis Cina tertuju pada kota Surabaya yang memang 

terletak di pesisiran pantai utara Jawa. Tak heran bila kini mereka telah 

menjadi bagian hidup kita, orang pribumi.  

Dari catatan sejarah, etnis China singgah ke Indonesia untuk pertama 

kalinya melalui ekspedisi Laksamana Haji Muhammad Cheng Hoo (1405-

1433). Laksamana Cheng Hoo sengaja berkeliling dunia dengan misi utama 

membuka jalur perdagangan sutera dan keramik. Dengan adanya hal tersebut, 
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nampaknya jiwa bisnis sudah kentara pada diri etnis Cina. Prinsip hidup 

mereka adalah kemakmuran. Buktinya adalah, semenjak ekspedisi Cheng Hoo 

tersebut, warga etnis Cina berangsur-angsur berdatangan ke Indonesia untuk 

melakukan perdagangan besar-besaran, sebut saja etnis Cina dengan 

"pecinan". "Surabaya menjadi sasaran gerakan kebangkitan etnis Tionghoa, 

sebab ada kali Brantas, dan Kalimas sebagai pusat transoprtasi jalur air." 

Singgahnya etnis Cina di pesisiran Jawa menghadirkan generasi baru dari 

mereka yang menetap dan kawin dengan rakyat pribumi. Meski pada 

gilirannya lahir generasi yang tidak mengenal Tionghoa, namun tidak di 

pungkiri pula isu tentang etnis dan etnisitas dalam konteks Indonesia yang 

multikultural. Bicara mengenai realitas budaya, tidak perlu memperdebatkan 

dominasi budaya minoritas maupun mayoritas. Sebab hal tersebut bersifat 

kodrati dan alamiah dalam "kebhinnekaan". Karena bersifat kodrati itulah, 

persoalan etnisitas harus dipahami dan diperlakukan secara alamiah. Artinya, 

memperlakukan individu sepantasnya disesuaikan dengan sifat, pembawaan, 

karakter, dan identitas etniknya masing-masing.  

3. Kondisi Sosial- Agama Masyarakat Etnis Tionghoa di Surabaya 

Etnis Tionghoa selama ini dipandang memiliki citra buruk karena 

sistem sosialnya yang tertutup, berorientasi keduniawian dan enggan bergaul 

dengan lingkungan sekitar. Siapa sangka bahwa citra itu bukanlah keinginan 

mereka tapi bentukan semasa penjajahan Belanda. Kebijakan wijkenstelsel 

pada zaman kolonial yang melokalisasi pemukiman etnis Tionghoa 
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merupakan titik awal tumbuhnya ekslusivisme di kalangan etnis Tionghoa. 

Kemudian, ketika kita mengulas kembali sejarah 10 November 1945, 

mungkin di benak kita hanyalah cerita peperangan antara pribumi Surabaya 

dengan Belanda padahal ada kaum lain, utamanya Tionghoa terlibat dalam 

peristiwa penting tersebut yang membawa Surabaya menjadi daerah berdaulat 

seperti sekarang. 

Memaparkan tentang perjuangan kaum Tionghoa hidup di Surabaya 

dari masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa 

pendatang, Belanda menetapkan orang-orang Timur Asing yaitu orang 

Melayu, Arab, India, dan Tionghoa pada lapisan kedua dalam sistem 

pelapisan masyarakat. Di bawah orang – orang Belanda dan Eropa lain dan di 

atas lapisan terendah yaitu orang – orang pribumi. Sehingga berpengaruh juga 

terhadap sistem pemerintahan kota. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan 

sosial dari pihak pribumi Surabaya. 

Andjarwati dalam bukunya “Komunitas Tionghoa di Surabaya”, 

dengan rinci menggali berbagai sumber sehingga kisah – kisah kemerdekaan 

mengikutsertakan peran Tionghoa yang tidak kecil, dapat mengubah 

pandangan miring masyarakat kita terhadap etnis Tionghoa. Tidak banyak 

yang tahu bahwa penderitaan akibat meletusnya perang 10 November 1945 

bukan saja dialami warga pribumi namun juga warga Tionghoa. Mereka 

kesulitan memperoleh bahan makanan, perampokan meningkat, dan tindakan 

perkosaan seringkali dilakukan para serdadu Gurkha (serdadu Sekutu) 
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terhadap gadis – gadis Tionghoa. Selain itu mereka juga mengalami konflik 

antargolongan Tionghoa totok dan Tionghoa peranakan. 

Lebih jauh, Andjarwati menjelaskan secara rinci kehidupan Tionghoa 

di Surabaya mulai saat pemerintahan kolonial Belanda, orang-orang Tionghoa 

dilarang menghilangkan ciri khas dan tanda fisik yang melekat pada dirinya. 

Kuncir panjang (thauwcang) yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah 

serta harus mengenakan pakaian khas Tionghoa. Jika melanggar maka mereka 

telah dianggap melakukan tindak kriminal dan dikenai sanksi hukuman. 

Peraturan lain adalah passenstelsel, yang mengharuskan orang Tionghoa 

membawa kartu pass jalan jika mengadakan perjalanan keluar daerah. Serta 

berbagai kebijakan yang membuat etnis Tionghoa tertekan. 

Kemudian, pada zaman penjajahan Jepang mereka lebih tertindas 

karena beberapa warga Tionghoa dipaksa masuk kesatuan Keibotai 

(pertahanan sipil milik Jepang dengan anggota khusus etnis Tionghoa). 

Parahnya, sebagai penghibur tentara Jepang, warga Tionghoa harus 

menyediakan perempuan dari kalangannya. Setelah proklamasi, Tionghoa 

mulai terpecah menjadi pendukung republik dan anti- republik, komunitas 

Tionghoa lama bangkit kembali bahkan kaum ini memberikan pelayanan 

medis bagi semua kalangan korban perang. Sungguh, perjuangan besar warga 

Tionghoa demi kemerdekaan menikmati hidup di tanah Indonesia. Namun, 

terkadang sikap warga kita sangat acuh bahkan cenderung membenci sehingga 

timbul banyak kontroversi. 
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Kontroversi bahkan bertubi-tubi menimpa Tionghoa yang bermukim 

di daerah pusat pemerintahan dan perekonomian. Selain pendiskriminasian 

yang di ceritakan dalam buku “Komunitas Tionghoa di Surabaya”, ada 

peristiwa rasial lain terkait etnis ini. Seperti peristiwa di Bandung 1963 

terdapat kerusuhan anti suku peranakan Tionghoa terbesar di Jawa Barat. 

Awalnya, terjadi keributan di kampus Institut Tehnologi Bandung antara 

mahasiswa pribumi dan non-pribumi. Keributan berubah menjadi kerusuhan 

yang menjalar ke mana-mana, bahkan ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, 

Malang, Medan dan Surabaya. di Surabaya, September 1986 pembantu 

rumah tangga di aniaya oleh majikannya suku peranakan Tionghoa. Kejadian 

itu memancing kemarahan masyarakat Surabaya. Mereka melempari mobil 

dan toko milik orang-orang Tionghoa.  

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang ber-bhineka tunggal 

ika, sepatutnya menghargai perbedaan. Mereka memang bukan Indonesia asli 

tapi perjuangan mereka adalah untuk kemerdekaan Indonesia lepas dari 

penjajahan. Mereka rela meninggalkan negara asal dan mengorbankan harta 

serta nyawa di sini. Makin maraknya kekerasan terhadap Tionghoa setelah 

tahun 1966 mungkin disebabkan faktor pemerintah yang sedang berkuasa. 

Pada saat itu Tionghoa diduga adalah antek-antek pemerintahan orde lama 

yang menerapkan sistem nasionalis komunis. Ketakutan pemerintah orde baru 

menimbulkan tindakan-tindakan berlebihan sehingga jatuh korban tidak 

bersalah. Seperti  diketahui pada masa itu demokrasi tidak berjalan sempurna. 
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Sedikit saja sindiran atau penentangan akan dianggap pengikut orde lama 

(komunis). Pada akhirnya orde baru dapat ditumbangkan oleh mahasiswa 

tahun 1998 dan digantikan pemerintah reformasi. Kemudian tahun 2004, saat 

mantan presiden Abdurrachman Wachid memimpin timbulah kebijakan 

menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional. Ini disambut baik oleh 

warga Tionghoa. Mantan presiden Abdurrachman Wachid sadar betul 

Tionghoa yang tinggal di Indonesia adalah bagian dari rakyat Indonesia. 

Mereka mungkin tidak lahir di Indonesia tapi kontribusi mereka besar. 

Penceritaan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang warga Surabaya dan 

warga Tionghoa bisa memberikan pandangan obyektif.14  

Namun realitasnya berbicara lain. Warga keturunan Tionghoa 

barangkali merasa mendapatkan perlakuan yang diskriminatif baik dalam hal 

agama, ekonomi, hukum, budaya, dan politik. Dalam bidang budaya, bisa jadi 

keturunan Tionghoa tersegmentasi dengan etnis lain. Contoh kecil misalnya 

harus menggunakan nama-nama Indonesia, tidak diperkenankan 

menggunakan bahasa Mandarin yang mana merupakan identitas etnis. Hal-hal 

semacam itu dianggap sebagai tindakan yang tidak nasionalis. Dari justifikasi 

semacam itu, tidak salah jika muncul pemikiran kritis di antara generasi muda 

Tionghoa yang mempertanyakan masalah nasionalisme. Bagi mereka, 

nasionalis bukan berarti mengekang identitas budaya lokal dan pemendaman 

                                                 
14 Lebih jelas, baca Andjarwati Noordjanah, Komunitas Tionghoa di Surabaya (Surabaya: 

MESIASS, 2004). 
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terhadap unsur-unsur budaya yang lahir melalui pengetahuan yang diturunkan 

melalui darah nenek moyang. Pengakuan terhadap Republik sebagai tanah air 

tumpah darah tidak harus penghapusan secara total budaya asal. "Bhinneka 

Tunggal Ika" yang yang menjadi falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara 

di Indonesia bukan berarti menyeragamkan budaya yang prural ini. "Berbeda-

beda tetapi tetap satu jua" dalam konteks NKRI (Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) dibangun atas dasar kesepakatan politik dan bukan budaya 

sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Artinya, bersatunya suku bangsa-suku 

bangsa yang ada dalam naungan republik ini didasarkan pada persamaan rasa 

senasib sepenanggungan atas berbagai penderitaan, penindasan, dan 

perjuangan untuk meraih kemerdekaan. 
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BAB III 

KONSEP PLURALISME KH. ABDURRAHMAN WAHID 

 

A. Pluralisme dalam Konteks Ke-Indonesia-an 

Pluralisme berasal dari kata dua kata “plural”  dan “isme”, plural yang 

berarti jamak (banyak). Sedangkan isme berati paham. Jadi pluralisme adalah 

suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak 

substansi.1 Pluralisme juga sering digunakan untuk menunjuk realitas keragaman 

sosial dan sekaligus menjadi prinsip terhadap keragaman tersebut. Pluralisme di 

sini adalah gagasan KH. Abdurrahman Wahid dalam menyikapi pluralitas 

masyarakat Indonesia dengan berbagai perbedaan di antaranya perbedaan budaya, 

agama, etnik, bahasa, warna kulit dan ideologi-ideologi dari manuia satu dengan 

manusia lainnya. 

Dalam catatan sejarah, membuktikan bahwa bangsa Indonesia mulai dari 

kerajan Majapahit, Mataram, Sriwijaya, kerajaan Islam Demak dan sampai 

lahirnya nama Indinesia, merupakan bangsa yang kaya akan budaya, suku, 

bahasa, keyakinan dan kaya akan agama. Masyarakat telah menyakini banyak 

kepercayaan dan dianggap sebagai sesuatu yang berpengaruh dalam hidupnya 

yaitu kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu dan Budha. Islam 

masuk dengan ajaran-ajaran pembebasan, pencerahan tidak ada perbedaan kasta, 

sehingga Islam mudah diterima dan tersebar di seluruh Nusantara (Indonesia) 
                                                 

1 Pius A. P, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 604.  
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sedangkan di lain pihak Hindu- Budha telah mewarnai kebudayan masyarakat 

saat itu. Dari sini pertemuan antara kebudayaan yang sudah berkembang di 

masyarakat dengan kebudayaan yang baru datang kemudian di antaranya tidak 

dapat dihindari dalam artian penyatuan kebudayaan atau dengan bahasa lain 

keduanya saling mengisi. Manusia tidak dapat beragama tanpa budaya, karena 

kebudayaan merupakan kreatifitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk 

ekspresi keragaman2. 

 
B. Pluralisme dalam kontek ke-Agama-an 

Secara bahasa “pluralisme agama” berasal dari dua kata “pluralisme” dan 

“agama” dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan “al-ta’addudiyah” dan dalam 

bahasa Inggris “religius pluralism” sedangkan dalam bahasa Belanda pluralisme 

itu sendiri merupakan gabungan kata plural dan isme. Plural artinya menunjukkan 

lebih dari satu. Sedangkan isme diartikan dengan sesuatu yang berhubungan 

dengan paham atau aliran.3 Jadi, pluralisme adalah paham atau sikap terhadap 

keadaan majemuk atau banyak dalam segala hal di antaranya sosial, budaya, 

politik dan agama.  

Sedangkan kata “agama” dalam agama Islam diistiliahkan sebagai din 

secara basaha artinya tunduk, patuh, taat dan jalan. Jadi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa istilah pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar penganut 

                                                 
2 Umarudin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 139. 
3 Mabadiul Chomsah, “Pluralisme dalam Perspektif Islam”, dalam http:/www.penabutut.com 

(15 Nopember 2011) 
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agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan 

ciri-ciri spesifik ajaran masing-masing agama.4 

Indonesia merupakan negara yang plural dibandingkan dengan negara-

negara yang ada di Asia Tenggara lainnya. Pluralisme agama telah menjadi salah 

satu wacana kontemporer yang sering dibicarakan akhir-akhir abad ke-20, 

khususnya di Indonesia. Wacana ini sebenarnya ingin menjebatani hubungan 

antaragama yang sering terjadi konflik utama dengan mengatasnamakan agama, 

di antaranya kekerasan sesama agama sebut saja Islam di Indonesia maupun 

kekerasan antarumat beragama yaitu Islam dan Kristen, Kristen dan Konghucu 

dan masih banyak lainnya. 

Di kalangan media masa saat ini terdapat pandangan umum bahwa Islam 

tidak mendukung pluralisme. Kerap kali media masa mengungkap tentang 

bagaimana susahnya minoritas non-Muslim untuk bisa hidup secara damai dan 

merasakan hidup harmonis di negara-negara yang mayoritas Muslim seperti yang 

dialami agama Konghucu di Indonesia terutama pada masa rezim orde baru. 

Tindakan kekerasan orang-orang ekstrimis yang menyalahgunakan teologi Islam 

untuk membenarkan serangan jahatnya semakin mengentalkan prasangka buruk 

terhadap kaum Muslim, dan saat ini banyak orang mengira bahwa orang-orang 

Muslim tidak percaya pluralisme dan keragaman. 

                                                 
4 Munawar, “Abdurrahman Wahid dan Konep Pluralisme,”  (Skripsi, IAIN Sunan Ampel 

Fakultas Adab, Surabaya 2010), 54-56. 
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Pluralisme agama bisa dipahami dalam tiga sudut pandang. Pertama, 

sosial yaitu “semua agama berhak untuk  ada dan hidup” artinya semua umat  

beragama  sama-sama belajar untuk toleran, dan menghormati iman atau 

kepercayaan dari setiap penganut agama. Kedua, etika atau moral yaitu “semua 

umat beragama memandang bahwa moral atau etika dari masing-masing agama 

bersifat relatif dan sah” artinya apabila  umat beragama menganut pluralisme 

agama dalam nuansa etis, maka di-dorong untuk tidak menghakimi penganut 

agama lain. Ketiga teologi-filisofis yaitu “agama-agama pada hakekatnya setara, 

sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan” artinya semua agama menuju 

pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian, yang dimaksud “pluralisme agama” adalah suatu 

pemahaman bahwa semua agama (samawi dan ardhi) mempunyai eksistensi 

hidup saling berdampingan, saling bekerjasama dan salik berinteraksi antara satu 

agama dengan agama yang lain. Setiap pemeluk agama dituntuk untuk mengakui 

kebedaan dan menghormati hak agama lain, di lain itu juga terlibat dalam usaha 

memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan umat 

beragama. Dalam perspektif sosiologi agama, secara terminologi “pluralisme 

agama” dipahami sebagai suatu sikap mengakuidan menerimya kenyataan 

keragaman atau kemajemukan sebagai yang berrnilai positif dan merupakan 

ketentuan negara serta rahmat Tuhan kepada hamba-Nya.  
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1. Pluralisme dalam Pandangan Islam 

Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi aspek-aspek 

kehidupan manusia, pesamaan hak dan dan mengakui adanya pluralisme 

agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan 

(sunnatullah) yang tidak akan berubah, tidak mungkin dilawan ataupun 

diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai 

pluralisme karena Islam adalah agama yang dengan tegas agama mengakui 

ha-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan agama 

masing-masing dengan penuh kesungguhan. 

Dalam Islam berteologi secara inklusif dengan menampilkan wajah 

agama secara santun dan ramah sangat dianjurkan. Islam bahkan 

memerintahkan umat Islam untuk dapat berinteraksi dengan agama lain, 

Kristen, Yahudi, Budha, Hindu dan Konghucu dan dapat menggali nilai-nilai 

keagamaan melalui diskusi (teologi) secara bersama-sama dan dengan cara 

sebaik-baiknya. Hal ini sebagaiman di sebutkan dalam al-Qur’an. Artinya: 

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan 
cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di 
antara mereka, dan katakanlah: kami beriman kepada (kitab-kitab) 
yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan 
kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya 
berserah diri”.5 
 

Tentu saja tanpa harus menimbulkan kecurigaan di antara mereka. 

                                                 
5 al- Qur’an, 29 (al-‘Ankabut): 46. 
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Islam adalah agama damai, agama yang sangat menghargai perbedaan, 

agama yang toleran dan agama yang membuka diri terhadap pluralisme 

agama. Al- Qur’an telah memberi banyak isyarat-isyarat tentang pluralisme 

agama di antaranya adalah Firman Allah, artinya: “untukmulah agamamu, 

dan untukmulah agamaku”.6 Pluralisme agama adalah merupakan perwujudan 

dari kehendak Allah SWT. Jika Allah menginginkan hanya satu agama, 

walaupun sebenarnya Allah punya kemampuan untuk hal itu bia Ia kehendaki. 

Firman Allah, artinya: “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan 

manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”.7  

Dalam al- Qur’an Allah berulang-ulang menyatakan bahwa perbedaan 

di antara umat manusia, warna kulit, bentuk rupa, ras, suku, budaya, bahasa 

dan agama adalah wajar, Allah bahkan melukiskan ideologi dan agama 

sebagai rahmat. Allah menganugrahkan nikmat akal kepada manusia, 

kemudian dengan akal tersebut Allah memberikan kebebasan kepada manusia 

untuk memilih agama yang ia yakini kebenarannya tanpa ada paksaan dan 

intervensi dari Allah SWT. Sebagaimana Firman-Nya, artinya: 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barang siapa yang ingkar kepada Thoghut dan beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”.8 
 

                                                 
6 al- Qur’an, 109 (al- Kafirun): 6. 
7 al- Qur’an, 11 (Hud): 118. 
8 al- Qur’an, 2 (al- Baqarah): 256. 
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Manusia adalah makhluk yang punya kebebasan untuk memilih dan 

inilah salah satu keistimewaan manusia dari pada makhluk lainnya. Namun 

kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan kelak di 

akhirat. 

Al- Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad di muka bumi ini 

tidak lain dalam komteks kesejarahan dan sosial- keagamaan yang plural. 

Setidaknya ada empat bentuk keyakinan yang berkembang dalam masyarakat 

Arab, sebelum Islam masuk tiga di antaranya yaitu Yahudi, Kristen, agama 

Makkah pasca itu baru Islam masuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

SAW al- Qur’an sebagai pijakan hidupnya. 

Kedatangan al-Qur’an di tengah-tengah pluralitas agama tidak serta 

merta mendiskriminasikan agama-agama yang sudah ada waktu itu. Tapi al- 

Qur’an sangat besifat asfiratis, akomodatif, mengakui dan membenarkan 

agama-agama sebelum al- Qur’an di turunkan. Lebih dari itu al- Qur’an juga 

mengakui keutamaan umat-umat terdahulu. Sebagaimana fiman Allah SWT, 

artinya: “Hai bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku 

anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasannya Aku telah 

melebihkan kamu atas segala umat”.9  Dalam ayat ini tergambar pengakuan 

al- Qur’an akan keunggulan dan keutamaan umat-umat terdahulu sebelum 

umat Islam. Al- Qur’an juga sebagai sumber normatif bagi satu teologi 

inklusif- pluralis, umat Muslim memandang bahwa tidak ada teks lain yang 
                                                 

9 al- Qur’an, 2 (al- Baqarah), 47. 
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mempunyai posisi otoritas mutlak dan tak terbantahkan kecuali al- Qur’an. 

Maka dari itu al- Qur’an merupakan sumber atau kunci untuk menemukan dan 

memahami konsep pluralisme agama. 

Ada beberapa ayat dalam al- Qur’an yang menerangkan tentang 

pluralisme: 

a. Perintah Islam agar umatnya bersifat toleran, bukan hanya pada agama 

Yahudi, Kristen dan Islam, tetapi juga kepada agam-agama lain. Firman 

Allah QS. al- Baqarah: 256 mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam 

soal agama karena jalan lurus dan benar telah dapat di bedakan dengan 

jalan yang salah atau sesat. Jadi terserah individu manusia itu sendiri jalan 

mana yang dikehendaki. Semua sudah jelas mana jalan yang benar dan 

mana jalan yang menuju kesengsaraan. Manusia bebas atau merdeka 

memilih jalan tersebut. Hal ini diperkuat firman Allah dalam QS. al- 

Kafirun: 6 yang artinya: “Bagimulah agamamu dan bagiku agamaku”. 

b. Pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, 

firman Allah QS. al- Hujarat: 13 yang artinya:  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, 
sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamau disisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

c. Sikap menghargai agama lain dan menjalin persahabatan dan perdamaian 

dengan “mereka”. Firman Allah QS. Yunus: 99. Artinya: “Dan jikalau 

Tuhanmu mengendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi 
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seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka 

menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”. 

d. Dalam bidang hukum agama, peraturan-peraturan kaum Yahudi dan 

Nasrani diakui. Firman Allah QS. al- Maidah: 47. Artinya: “Dan 

hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara yang 

diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang di turunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang 

yang fasik”. Diperkuat oleh Nabi Muhammad ketika beliau diseru untuk 

menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Firman Allah QS. al- 

Maidah: 42-43. Artinya:  

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita 
bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) 
datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah 
(perkara itu) di antara mereka dan berpalinglah dari mereka: jika 
kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi 
madharat kepadamu sedikitpun. Dan jika untuk memutuskan perkara 
mereka, maka putuskanlah (perkara itu) dengan adil, sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang adil dan bagaimanakah mereka 
mengankatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunya 
Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka 
berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-
sungguh bukan orang yang beriman”. 

 

Bukti pengakuan al- Qur’an terhadap pluralisme dipertegas oleh Nabi 

Muhammad dalam Khutbah beliau, sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, 

menyatakan bahwa,  

“Kamu semua adalah keturunan Adam tidak ada kelebihan orang 
Arab terhadab orang lain, tidak pula orang selain Arab terhadap 
orang Arab, tidak pula orang yang berkulit putih terhadap orang yang 
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berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam terhadap orang 
yang berkulit putih kecuali kebajikannya”. 
  
Khutbah ini secara tidak langsung telah menggambarkan kepada 

seluruh umat manusia tentang persamaan derajat umat manusia di hadapan 

Tuhan, tidak ada perbedaan orang Arab dan non Arab, kulit putih dan kulit 

hitam kecuali tingkat ke takwaannya kepada Tuhan Yang Esa. 

Sungguh sangatlah menarik untuk mencermati dan memahami 

pengakuan al- Qur’an terhadap pluralisme agama. Jika al- Qur’an dipahami 

secara utuh, ilmiah- kritis- hermeneutik, terbuka dan tidak memahami secara 

ideologis- politis, tertutup, maka al- Qur’an kelihatan sangat radikal dan 

liberal dalam menghadapi pluralisme agama. 

Secara normatif- dokmatif, al- Qur’an dengan jelas menyangkal dan 

menolak sikap eklusif dan tuntutan (klaim kebenaran) secara sepihak yang 

berlebihan, seperti biasa melekat pada diri penganut agama-agama. di 

antaranya penganut agama Islam. Munculnya klaim kebenaran sepihak itu 

pada gilirannya akan membawa kepada konflik dan pertentangan yang 

menurut KH. Abdurrahman Wahid merupakan akibat dari proses 

pendangkalan agama, dan ketidakmampuan penganut agama dalam 

memahami dan menghayati nilai dan ajaran yang hakiki. 

Dengan demikian penghormatan atas pluralitas adalah suatu keharusan 

bagi umat pemeluk agama. Secara tegas Islam menolak dan melarang manusia 

merendahkan golongan lain dan menganjurkan untuk bersifat khusnudzan 
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(ber-perasangka yang baik) dan jangan sebaliknya yaitu bersifat shu’udzan 

(ber-perasangka yang buruk). Hal tersebut agar dijadikan acuan dalam 

kehidupan sehari-hari bahwa di antara agama yang satu dengan agama yang 

lain agar saling instropeksi diri, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Sebagaimana firman Allah, artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-
ngolokan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang di olok-
olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok- olokkan) dan jangan 
pula wanita-wanita (mengolok-olokan) wanita-wanita lain (karena) 
boleh jadi wanita- wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu 
sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar 
yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah 
mereka orang-orang yang zalim”.10 

 
Untuk memelihara satu kesatuan yaitu hidup yang harmonis, terjaga 

keamanan dan keselamatan hidup damai, maka harus ada undang-undang 

yang disepakati bersama dan di junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagaimana di contohkan Rasulullah dam piagamm Madinah. Ini merupakan 

bukti autentik  bahwa Islam mendukung dan memerintahkan umatnya untuk 

melakukan kerjasama dengan kelompok lain meskipun berbeda agama 

sekalipun. Kuntowijoyo berpandangan bahwa agama Islam mengakui adanya 

diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial. Pedoman umat Islam yaitu al- 

Qur’an menggariskan bahwa  fenomena ketidaksamaan sosial tersebut sebagai 

                                                 
10 al- Qur’an, 49 (al- Hujarat), 11. 
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sunnatullah, sebagai hukum alam dan realitas empiris yang di-takdirkan 

terhadap umat manusia.11  

Dengan demikian pluralitas dalam masyarakat baik mengenai sifat 

manusia maupun keragamaan budaya, agama sama sekali tidak bertentangan 

ajaran Islam, terutama pluralitas di Indonesia ini. Keragaman suatu 

masyarakat haruslah tetap di- pelihara dan dijaga bersama demi tegaknya 

keamanan dan keselamatan hajat hidup manusia yang berbangsa dan 

bernegara. Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamiin, oleh karena itu 

sebagai orang Islam harus bisa memberi rahmat dan rasa ama kepada semua 

yang ada di sekelilingnya tanpa terkecuali. 

A. Mukti Ali merespon pluralitas masyarakat yaitu berpedoman pada 

cara agree in disagreement (setuju dalam perbedaan) cara pandang seperti ini 

seseorang berasumsi dan percaya bahwa agama yang dipeluk adalah agama 

yang paling benar, paling baik di antara agama-agama lainnya, tentunya pasti 

ada perbedaan dan persamaannya.12 Berbeda dengan Amin Abdullah bahwa 

jika agree in disagreement tidak cocok untuk level kehidupan sosial, karena 

konsep ini masih tampak menonjolkan pendekatan teologi dan kalam, lantaran 

                                                 
11 Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991), 299. 
12 M. Jadr a, “Pluralisme Baru dan Cinta Kebangsaan”, Amin Abdullah , dkk, Tafsir Baru 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 289.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

disagreementnya masih sempat ditonjolkan, dan sebaliknya agreenya bisa saja 

tertindih oleh disagreement.13  

Ia lebih cocok dengan pola kontrak sosial dalam menyikapi pluralitas 

masyarakat, hal ini dikarekan bahwa manusia harus menjalin hubungan 

kerjasama dengan manusia lain dalam membangun dan memecahkan masalah 

bersama. Dengan demikian dalam kontak sosial ada kecenderungan menerima 

dengan tulus atas segala perbedaan itu. Dibarengi dengan dialog untuk 

mengambil nilai-nilai yang lebih, bukan berarti menafikan hakikat kebenaran 

yang hakiki. 

2. Pluralisme dalam Pandangan Konghucu 

Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia juga membawa tradisi, 

tata kehidupan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat asal mereka 

yaitu fanatisme terhadap tradisi leluhur. Salah satu ciri orang-orang Tionghoa 

adalah di manapun orang-orang Tionghoa itu bertempat tinggal, pedoman dan 

landasan sosio-agama-kulturalnya selalu berpatokan pada ajaran-ajaran dari 

tokoh-tokoh ahli pikir Cina yaitu ideologi yang berkiblat pada negeri leluhur. 

Sangat berpegaruh terhadap Tionghoa-Tionghoa perantauan.14 

                                                 
13 Sumartana, dkk, Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia (Yogyakarta: 

Interfidie, 2001), 255.  
14 Siswono Yudohusada, Wagra Baru: Kasus Cina Indonesia (Jakarta: LPYPN, 1985), 56. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agama bangsa Tionghoa pada zaman pra-sejarah ialah “tiga agama 

sebernya satu”, tiga agama tersebut ialah Taoisme, Konfusianisme (Konghucu), 

dan Budhisme. Ketiga agama tersebut dinamakan Tri Dharma (Sam Kaw).15 

a. Paham Taoisme 

Taoisme disebarkan oleh Lao Tse, menurut paham Taoisme tempat 

individu tidak begitu penting jika dibandingkan dengan kepentingan 

keluarga dan keluarga besar merupakan struktur dasar sosial. Menurut 

bahasa paham Taoisme terdiri dari dua kata Tao dan isme, Tao artinya Roh 

yang azali yang mengandung segala sesuatu yang maujud artinya “hakekat 

jiwa menurut alam ini”.16 Sedangan isme artinya paham. Jadi Taoisme 

adalah paham atau ajaran yang hakekat kehidupan ini pada yang maujud. 

Ajaran Taoisme mengajarkan mengenai kehidupan dan akhirat, ajarannya 

berdasarkan pada menguranginya sifat keduniaan dan secara zuhud. 

Taoisme juga mengajarkan untuk keselamatan jiwa dan ajaran hidupnya 

yang memberi kekuatan-kekuatan dunia dan kekuatan-kekuatan ghaib 

kepada yang percaya. 

Dalam paham Taoisme ini terdapat kelonggaran untuk menuju 

dewa-dewa rakyat lama. Kepercayaan ini dapat memikat pengikut-

pengikutnya dengan korban-korban, perayaan-perayaan, dengan gambaran 

                                                 
15 Moh. Rifa’i, Perbandingan Agama (Semarang: Wicaksana, 1984), 109. 
16 Ibid., 113. 
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tentang adanya  kelangsungan hidup sesudah mati dan dengan menerima 

berbagai perbuatan-perbuatan tahayul. 

b. Paham Konghucu 

Paham ini timbul di Tiongkok dari pelajaran-pelajaran seorang 

filosof Tionghoa yang termashur bernama Confucius (Kong Hu Cu/ Kong 

Fu Tse) lahir tahun 552- 479 SM dengan nama Tsiu, Kong adalah nama 

keluarga dan Fu Tse berati ahli filsafat.17 Ia sebenarnya bukan pencipta 

paham Konfisianisme melainkan orang yang memperbaiki dan 

memperbaharui paham Konfusianisme. Paham ini lebih tepat sebagai 

pandangan dunia filsafat yaitu negara yang berdasarkan etika keagamaan 

yang berasal dari permulaan zaman Tsyou yang feodal (1050 SM). Baru 

dijadikan agama negara di bawah dinasti Hang (206 SM- 221 Sesudah 

Masehi). 

Paham konghucu (kunfusianisme) adalah sebuah kenyataan sejarah 

yang dibawa ke Indonesia oleh bangsa Tionghoa dari tanah air mereka, 

sejak berabad- abad yang lalu orang orang keturunan Tionghoa didatangkan 

oleh pemerintah kolonialisme Belanda ke Nusantara dan menggali 

tambang-tambang, membuka tanah-tanah pertanian dan mengolah hutan, 

mereka datang ke sini dalam gelombang kedua, karena dibutuhkan untuk 

mengolah daerah-daerah kosong yang masih merupakan tanah-tanah 

perawan (Virgin Lands) .   
                                                 

17 Ibid., 110. 
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Sebelum itu orang-orang Tionghoa yang telah datang ke sini 

(Indonesia) dalam kondisi yang sangat berbeda pada abad ke- 13, pelaut-

pelaut Tionghoa berlalu-lalang di kawasan antara pulau Madagaskar di 

timur Afrika dan pulau Tahiti di lautan pulau Pasifik dan mengarungi 

kepulauan Nusantara dalam ekspedisi mereka. 

Dalam buku “1942” yang berbahasa perancis disebutkan ada dua menteri 

peperangan Tiongkok dalam abad ke- 15 M yang menjadi wali raja yang 

masih kecil sebagai seorang pengikut Konghucu fundamentalis, ia merasa 

takut jika orang orang Tionghoa di perantauan akan kembali ke daratan 

Cina dan menyebarkan Islam dengan membangun rumah dan membeli 

tanah dari uang hasil perantauannya tersebut, karena itu ia memerintahkan 

ditariknya kapal kapal laut Tiongkok dari perantauan dan dibakar di pantai 

Hainan, orang orang Tionghoa yang beragama Islam di perantauan akhirnya 

putus hubungan dengan negri asal mereka. Dalam waktu dua abad mereka 

diserap oleh penduduk asli dan mereka meninggalkan kampung-kampung 

Cina di- berbagai kepualauan Nusantara, maka masjid-masjid di kampung 

Cina yang mereka dirikan ditinggalkan, dan ketika orang Tionghoa 

gelombang kedua datang dengan membawa Tridharma segeralah masjid-

masjid yang ditinggalkan itu dirubah menjadi kuil.  

Dua imigran Tionghoa yang tersebar di Indonesia adalah suku 

bangsa Hokkien, mereka berasal dari propinsi Fukkien, daerah ini 

merupakan daerah penting dalam pertumbuhan perdagangan orang Cina ke 
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seberang lautan. Kepandaian berdagang ini ada di dalam kebudayaan suku 

bangsa Hokkien telah berabad-abad lamanya dan masih tampak jelas pada 

orang Tionghoa .  

Akan tetapi pada tahun 1740 orang orang Tionghoa mulai 

bertebaran dari Batavia, yang pada waktu itu terjadi insiden berdarah dan 

banyak di antaranya yang datang ke Jawa Timur. Mengenai ajaran orang 

orang Cina, telah memberikan warna tersendiri terhadap kehidupan 

keagamaan, terutama dari keturunan Cina pada masa berikutnya. Karena 

orientasi keagamaan mereka setelah dikaitkan dengan nilai nilai spiritual 

yang sejak lama telah dianut oleh nenek moyang mereka. Yaitu corak dari 

ketiga ajaran tersebut, karena pada umumnya jarang ditemukan orang orang 

Cina yang hanya memeluk satu agama saja dari ajaran Tridharma 

(Konghucu, Budha, Tao). 

Dari kehidupan mereka tidak akan melepaskan diri dari pengaruh 

ketiga ajaran itu, karena dari ketiga ajaran tersebut saling berkaitan seperti 

halnya pernyataan berikut ini. Umumnya mayoritas orang Cina tidak 

mempunyai agama yang khas yang berasal dari mereka sendiri dan sikap 

mereka tidak membedakan ke arah kepercayaan keagamaan. Mereka 

memberikan kesimpulan bahwa semua agama memberikan manfaat kepada 

manusia, mereka sama-sama baik dan mendapat sambutan yang baik pula. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang orang Cina yang 

ada di Indonesia jarang sekali mempunyai satu kepercayaan dari ketiga 
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ajaran tersebut. Karena orang-orang Cina membangun agama atas dasar 

pengalaman indrawi yang bersumber pada animist dan praktis dengan 

melanjutkan keagamaan untuk selalu tetap bersatu teguh memegang 

pembangunan keagamaan yang dibagi dalam tiga kepercayaan yaitu Tao, 

Budha dan Konghucu. 

c. Kitab suci agama Konghucu 

Kitab suci agama Konghucu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

1) Kitab yang pokok, yaitu Su Si atau kitab yang empat, terdiri dari: 

a) Thay Hak (kitab ajaran besar), yaitu berisi tentang tuntutan 

pembinaan diri, ditulis oleh Cing Cu, murid Nabi. 

b) Tiong Yong (kitab tengah sempurna), yaitu berisi tentang ajaran 

keimanan, ditulis oleh Cu Su, cucu Nabi. 

c) Lun Gi/ Lun Yu (kitab sabda suci), yaitu berisi tentang kumpulan 

berbagai ajaran Nabi, percakapan Nabi dengan murid-murid dan 

penghidupan sehari-hari Nabi. 

d) Bing Cu (Mencius), yaitu berisi tentang ajaran Bing Cu yang 

menjelaskan dan menerangkan ajaran Nabi, ditulis oleh Bing Kho, 

seorang penganut Nabi yang hidup pada tahun 372 SM- 289 SM. 

2) Kitab yang mendasari yaitu Ngo King atau kitab yang lima, terdiri dari: 

a) Si King (kitab sajak), yaitu berisi tentang kumpulan sajak atau tek 

nyanyian purba. 
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b) Su King (kitab hikayat atau dokumentasi sejarah), yaitu berisi 

tentang tek sabda-sabda, peraturan-peraturan, nasehat-nasehat, 

maklumat para Nabi, dan raja-raja suci purba. Sejak abad 23 SM- 7 

SM dan zaman Giau- Raja Chien Bok Long. 

c) Yak King (kitab perubahan/ kejadian dan peristiwa alam semesta), 

yaitu berisi tentang wahyu yang turun kepada raja suci Bun abad ke-

12 SM. 

d) Cee King (kitab berbagai peraturan tentang kesusilaan, peribadatan, 

pemerintahan dan lain-lain). Kitab ini pada dasarnya terdiri dari 3 

kitab, antara lain: 

- Ciu Lee (kesusilaan Dinasti Ciu) 

- Gi Lee (peribadatan dan kesusilaan) 

- Lee Ki (cacatan kesusilaan) 

e) Chun Chiu Khing (kitab catatan sejarah zaman Chun Chiu), kitab ini 

di tulis oleh Nabi sendiri untuk menilai peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada zaman ini.18 

d. Pokok-pokok ajaran Konghucu 

1) Lima kebijakan (Ngo Siang) 

a) Cinta kasih (Jien) 

b) Kebenaran (Gi) 

c) Susila (Lee) 
                                                 

18 Ibid., 24-25. 
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d) Kebijakan (Fi) 

e) Dapat dipercaya (Sien) 

2) Delapan kebijakan 

a) Berbakti (Hauw) 

b) Rendah hati (Tee) 

c) Satya (Tiong) 

d) Dapat dipercaya (Sieh) 

e) Susila (Lee) 

f) Menjujung kebenaran/ keadilan (Gi) 

g) Suci hati (Liam) 

h) Tahu malu/ mengenal rasa harga diri (Thi).19 

 
C. Konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid 

Masyarakat Indonesia yang plural dengan banyaknya ragam budaya, ras, 

suku, etnik, agama serta ideologi merupakan kekayan tersendiri bagi bangsa 

Indonesia. Oleh karena itu keragaman tersebut membutuhkan sikap yang arif dan 

kedewasaan dalam berfikir dari berbagai lapisan masyarakat terutama para ilmuan 

bangsa, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial serta etnis. Bangsa 

Indonesia sudah terlanjur plural, maka tidak boleh ada sikap saling curiga dan 

berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Konsekuensinya adalah junjung 

                                                 
19 B. S. Suryo Hutomo, Tata Ibadah dan Dasar Agama Khonghucu (Jakarta: Matakin, 1983), 

19.  
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bersama pluralitas itu dengan cara saling memberi penghormatan diantara 

keragaman di bangsa Indonesia ini.  

KH. Abdurrahman Wahid mengatakan demi tegaknya pluralisme 

masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara 

damai, kareta itu masih rentah terhadap munculnya kesalahpahaman 

antarkelompok masyarakat yang pada saat tertentu menimbulkan disintegrasi.20 

Namun harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu sendiri, yaitu 

adanya kesadaran untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, menghormati 

dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan kelompok yang 

lain saling take and give.21  

Menurut Solahudin Wahid, adik dari KH. Abdurrahman Wahid yang 

akrab dengan sapaan Gus Solah, ide pluralisme Gus Dur dibagi menjadi dua. 

Pertama, pluralisme soaial atau kekeluargaan. Kedua, pluralisme agama. “Dua 

paham itu harus dibedakan secara tegas”. Di mata Gus Dur, jelas “agama Islam 

yang paling benar”. Meski demikian, Gus Dur tidak membenarkan seseorang 

memaksakan agama kepada orang lain, apalagi sampai meng-kafirkan penganut 

agama lain. “apalagi sesama umat Muslim saling meng-kafirkan” tutur Gus Solah. 

Lebih jauh, menurut dia, Gus Dur lebih setuju pluralisme sosial yang cocok 

dikembangkan di bangsa Indonesia ini. Sebab, di Indonesia initerdiri atas 

                                                 
20 Umarudin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 139. 
21 Abdurrahman Wahid, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah di 

sampaikan pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20 
Nopember 1992. Umarudin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur..., 145. 
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bermacam-macan suku dan budaya. Dengan semangat tersebut, seluruh suku dan 

budaya yang ada di negeri iniakan menjadi baik. Jika perbedaan tersebut tidak 

dijaga, Indonesia bisa pecah. “inilah yang diinginkan oleh Gus Dur”.  

Pendapat Gus Solah terhadap pluralisme Gus Dur, dipertegas oleh KH. 

Hasyim Muzadi. Ia mengatakan, banyak pemikiran Gus Dur yang sulit di pahami 

umat. Akibatnya, banyak umat yang salah paham terhadap Gus Dur. “salah 

satunya, ya konsep pluralisme tadi”. Menurut KH. Hasyim Muzadi, Gus Dur 

lebih memilih pluralisme sosial dari pada pluralisme agama. Sebab, pluralisme 

sosial jelas dapat menguatkan sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia.  

Dari latar belakang faham ke-islam-an tradisional yaitu faham ahlussunah 

wal jama’ah serta pemikiran yang liberal, menurut KH. Abdurrahman Wahid, 

Islam harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragamaan dan 

mampu menjawab segala tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, 

toleran dan demokratis. Nilai Islam diutamakan dari pada legal-simbolis, Islam 

mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya “embel-embel”.22 

Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pribumisasi Islam 

Islam sejak pertama kali turun yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan 

di- lanjutkan para sahabat tidak serta merta menolak semua tradisi pra- Islam 

                                                 
22 Islamisasi bukan proses Arabisasi, tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada 

manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini Islamisasi 
belum di pahami betul oleh sebagaian besar kaum Muslim, hal ini terlihat misalnya: “saudara” tidak 
perlu di ganti “ikhwan”, “langgar” di ganti “musholla” dan “sembahyang ” di ganti “shalat”. Hal ini 
terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi artinya ketidak pedean umat Islam itu sendiri. 
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(tradisi masyarakat Arab pra- Islam). Intinya budaya, tradisi dan adat setempat 

tidak bertentangan secara diamental dengan Islam sehingga itu menjadi ciri 

khas dari fenonema Islam di tempat tertentu.23 Demikian juga proses 

pertumbuhan Islam di Indonesia, tidak serta merta menghapus semua tradisi, 

budaya dan adat masyarakat setempat yaitu masyarakat Nusantara pada saat 

itu.  

Agama dan budaya bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Agama Islam bersumberkan al- Qur’an, wahyu yang bersifat 

normatif maka cenderung permanen.24 Sedangkan budaya ciptaan manusia, 

oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk 

selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi 

kehidupan beragama dalam bentuk budaya.25 Abdurrahman Wahid 

mengatakan: “Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus 

menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya ke-hidupan dan 

membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya 

persambungan antarberbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya 

rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan hanya kekhawatiran terjadinya 

ketegangan antara keduanya karena kalau manusia dibiarkan pada firtoh 

                                                 
23 Umarudin Masdar, Membaca Pememikiran..., 141. 
24 Permanen artinya kekekalan; hal keadaan tetap (tak berubah- ubah); kesenantiasaan. 
25Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 

2001), 117. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai 

contoh redanya semangat ulama’ dalam mempersoalkan rambut gondrong”.26  

Pribumisasi Islam27 dalam segi kehidupan bangsa dan negara 

merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Selanjutnya Abdurrahman Wahid 

mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan 

timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi 

justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumisasi Islam adalah 

kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya.  

Abdurrahman Wahid dengan idenya tentang pribumisasi Islam ini 

ingin menampakkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap 

konteks- konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme 

kebudayaan yang ada. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak “satu 

Islam” dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol (identitas Islam) 

harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragamaan yang terjadi 

bukan hanya akan mematikan kreatifitas umat tetapi juga membuat Islam 

teralienasi dari arus atama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses Arabisasi 

adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.28 “Kemampuan orang 

Islam untuk memahami masalah- masalah dasar yang dihadapi bangsa dan 

bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi maka yang 

                                                 
26Ibid., 118. 
27Pribumisasi Islam bukanlah “jawanisasi” sebab pribumisasi Islam hanya 

mempertimbangkan kebutuhan- kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum- hukum agama tanpa 
mengubah hukum itu sendiri. Baca, Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara..., 119.  

28 Umarudin Masdar, Membaca Pememikiran..., 140. 
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berlangsung adalah proses pelarian. Umat Islam terlalu menuntut syarat- 

syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi Muslim yang baik. 

...kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan 

Islamisasi dalam bentuk manivestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan 

karena hanya menimbulkan kekeringan substansi.29”  

Bahkan Abdurrahman Wahid menolak adanya pencampuradukkan 

kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi, karena 

kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (human 

social life) itu sendiri. Birokratisasi kebudayaan yang dilakukan akan 

menimbulkan kefakuman kreatifitas suatu bangsa.30 Kebudayaan sebuah 

bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan pluralistik, pola kehidupan yang 

diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang 

sebenarnya tidak berbudaya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah 

mampukan Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern ini ataukah 

Islam tenggelam dalam mimpi atas kejayaan Islam dahulu? Menurut 

Abdurrahman Wahid, sebagai pemeluk agama Islam yang baik dalam ruang 

lingkup kebangsaan dan kenegaraan, yaitu: selalu mengutamakan pencarian 

cara- cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan 

tanpa meninggalkan inti ajaran agama Islam. Selalu ada upaya untuk 

                                                 
29 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara..., 130. 
30 Kongres kebudayaan oleh depatemen pendidikan dan kebudayaan menunjukkan adanya 

campur tangan birokrasi pemerintah terhadap originalitas kebudayaan itu sendiri. Budaya sebagai hasil 
kreatifitas (cipta, rasa dan karsa) manuisa sebaiknya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman 
dan ilmu pengetahuan. Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara..., 5- 9. 
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melakukan reaktualisasi ajaran agama Islam dalam situasi  kehidupan yang 

konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang absrtak belaka dalam 

bahasa lain, agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, 

sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa 

sebagai wahana pematangan dirinya.  

Greg Barton mengatakan bahwa: Abdurrahman Wahid adalah seorang 

tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (khazanah pemikiran 

Islam yang di-hasilkan oleh Ulama’- ulama’ terdahulu). Namun kecintaan ini 

bukan berarti keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional 

karena Abdurrahman Wahid sangat kritis terhadap budaya tradisional.31  

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah “amar ma’ruf nahi 

mungkar” di- selaraskan dengan konsep “mabadi khoiro ummah”, dengan 

pelaksanaan konkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam dengan 

harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan 

kepentingan Islam.32 Agama Islam adalah salah satu agama yang diakui di 

Indonesia selain agama- agama yang lain, diaktualisasikan sebagai inspirasi 

spiritual bagi tingkah laku manusia atau kelompok dalam kehidupan 

bermasyarakan dan bernegara. Dibutuhkan umat Islam di Indonesia hanyalah 

menyatukan “aspirasi Islam” menjadi aspirasi nasional. 

                                                 
31 Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid”, dalam Pengantar Prisma Pemikiran Gus 

Dur (Yogyakarta: LkiS, 1999), xxxvi. 
32 Zainal A. Thoha, Kenyelenehan Gus Dur: Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan 

Kebudayaan (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 205- 206.  
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Islam adalah “agama rahmatan lil ‘alamiin” haruslah memberikan 

kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul akibat proses modernisasi. 

Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari solusi atas problem- problem 

kehidupan para pemeluknya, oleh karena itu tokoh agama mempunyai peran 

penting dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan 

umat Islam sebagai mayoritas agama terbesar di Inonesia dan non Muslim  

dengan mempertimbangkan realitas kehidupan.  

Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan pos pertahanan untuk 

mempertahankan identitas ke-Islaman dari pengaruh sekulerisme. 

Kecendungan statis ini menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam dalam 

menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam masih 

memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam 

sementara ini hanya mampu menolak kemungkaran, kebatilan dan 

kemaksiatan, namum belum mampu menjadi solusi kebaikan dalam arti luas. 

2. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

Gus Dur pernah mengatakan, bahwa persoalan pelik yang kerap 

dihadapi umat beragama adalah, bagiamana melerai ketegangan antara agama 

(sebagai jaringan aturan) dengan kebudayaan (sebagai proses perubahan).33 

Sebagai jalan keluar untuk hal ini, dalam pandangan Gus Dur, haruslah dibuat 

semacam ukuran mengenai langkah yang mesti dilakukan terlebih dahulu. 

Baginya, pandandan rumusan itu tidaklah terlalu sulit, yakni dengan tetap 
                                                 

33 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara..., 89. 
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mengutamakan dan mengagungkan hal-hal yang terkait dengan martabat 

kemanusiaan. Manifestasinya adalah memelihara hak-hak asasi manusia dan 

mengembangkan struktur masyarakat yang adil. Dalam bahasa Gus Dur, 

ukuran di atas harus berperan sebagai kuasi-norma. Jika kebudayaan berjalan 

tidak sesuai dengan aturan itu, maka harus dihentikan. Begitu juga jika 

praktek keagamaan melanggar kuasi-norma tersebut, rem harus secepatnya 

diinjak. 

Gus Dur menambahkan, HAM harus memiliki kerangka makro yang 

lebih luas jangkauannya, dari hanya sekadar pengadilan terbuka dan adil, 

hingga penegakan kedaulatan hukum serta pengembangan lembaga-lembaga 

pengawasan yang benar-benar kuat.34 Ini artinya, perjuangan penegakkan 

HAM harus juga menyentuh perjuangan kemanusiaan yang luas, seperti 

halnya pembagian tanah yang adil, pengaturan kembali restruktur ekonomi 

yang terlalu menguntungkan pemodal, termasuk juga penghancuran lembaga-

lembaga finansial yang eksploitatif. 

Dalam konteks inilah, justifikasi keagamaan cukup berperan dalam 

menegakkan asas persamaan atau egalitarian principle yang memberi 

kredibilitas cukup besar dalam pandangan ini. Karena dengan begitu, aspirasi 

perjuangannya memiliki dimensi moral yang kokoh dan pola sosialisasi yang 

manusiawi. Dalam perkembangannya, Gus Dur sendiri mengakui bahwa 

                                                 
34Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi 

Kebudayaan  (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 361.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

perjuangannya menegakkan HAM lebih ia kukuhkan dalam pengembalian 

hak-hak kelompok minoritas.35 

Pembelaan terhadap HAM, hanya mungkin melalui instrumen 

demokrasi. Alam demokrasi sangat rentan terhadap tarikan dari kelompok-

kelompok keagamaan. Menariknya, meski Gus Dur adalah seorang muslim 

tulen, ia tak berkehendak untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Ini 

bisa dilihat dari tiga dasar pemikirannya tentang agama. Pertama, keyakinan 

bahwa Islam harus secara kreatif dan substantif direinterpretasi atau 

direformulasi demi merespon kehidupan modern. Kedua, keyakinannya 

bahwa dalam konteks keindonesiaan, Islam tidak seharusnya menjadi agama 

negara. Ketiga, Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan 

pluralistik daripada menjadi ideologi negara yang eksklusif. Karena itu, Gus 

Dur menghendaki agar umat Islam tidak terlalu merisaukan masalah 

kepemimpinan dan sistem pemerintahan. 

Dari sini, maka Gus Dur sebenarnya tengah melakukan deformalisasi 

Islam. Langkah tersebut, bagi Gus Dur, sangat penting dilakukan karena 

formalisasi Islam berarti menjadikan ajaran Islam sebagai aturan bernegara 

dalam bentuk Undang-undang (UU).36 Padahal formalisasi ini, sesungguhnya 

dapat mengancam kebersamaan umat Islam Indonesia sendiri khususnya, dan 

bangsa Indonesia pada umumnya. Karena yang dilakukan oleh negara pada 

                                                 
35 Abdurrahman Wahid, Gus Dur Bertutur (Jakarta: Proaksi, 2005), 95. 
36Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita:Agama Masyarakat Negara 

Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 75.  
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akhirnya adalah menetapkan sebuah versi dalam Islam untuk dijadikan UU, 

sedang hukum Islam versi UU berada di luar UU.37 Lanjut Gus Dur, jika 

hukum agama dalam sebuah negara Islam adalah keputusan-keputusan hukum 

yang diwujudkan secara formal, maka asas pluralitas tidak lagi menjadi 

fondasi kehidupan. 

3. Pluralitas Masyarakat 

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan yang tidak boleh 

dilupakan dan diabaikan yaitu tentang “kemanusiaan”. Pada dasarnya hakekat 

demokrasi itu adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu 

sendiri. “Dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kesediaan untuk 

memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di 

negeri kita. Perjuangan itu harus-lah dimulai kesediaan menumbuhkan 

moralitas dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu 

moralitas yang terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah”.38 

Pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang kemanusiaan ini muncul 

karena dipengaruhi beberapa faktor di antaranya adalah konflik 

berkepanjangan yang terus terjadi dari hari ke hari sampai sekarang ini baik 

atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatasnamakan agama di 

berbagai daerah di Indonesia. Konflik berkepanjangan ini menunjukkan 

bahwa belum adanya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan 

                                                 
37 Ibid., 77. 
38 Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LkiS, 1999), 190. 
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mudahnya orang dengan main hakim sendiri. Sehingga situasi yang seperti ini 

perlunya melibatkan tokoh agama, birokrat, penegak hukum, pendidik, dan 

tokoh masyarakat berperan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan 

dengan cara menanamkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas 

guna menyadarkan pluralitas masyarakat. 

KH. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa agama Islam memuat 

lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: pertama, keselamatan 

fisik dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. Kedua, jaminan atas 

keyakinan agama masing-masing. Ketiga dan keempat, keselamatan keluarga 

dan keturunannya. Kelima, perlindungan harta benda dan milik pribadi. Dari 

lima jaminan dasar Islam di atas terhadap manusia menunjukkan bahwa Islam 

memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.   

4. Prinsip Keadilan 

Setelah Soeharto jatuh, tampuk kepemimpinan di Indonesia beralih ke 

tangan BJ. Habiebie untuk masa yang tidak terlalu lama. Lalu, Gus Dur 

terpilih sebagai presiden ke-4 pada bulan Oktober tahun 1999. Seperti  yang 

tergambar dalam aktifitasnya saat di PBNU, watak reformis dan 

akomodasionis Gus Dur memberikan optimisme dari pelbagi kalangan. 

Khususnya adalah kelompok minoritas agama, etnis dan gender lainnya, 

karena ia memang telah mengkampanyekan toleransi agama dan kerukunan 

hidup sejak lama. Bahkan, Gus Dur memasukkan beberapa anggota kabinet 

dari kelompok Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Dalam kapasitasnya 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sebagai presiden, Gus Dur melanjutkan aktifitasnya dalam mempromosikan 

toleransi dan menunjukan komitmennya terhadap kebebasan beragama dengan 

memanggil para pemuka agama Hindu, Buddha, Shikh dan lainnya dalam 

festival agama-agama. 

Meski Gus Dur memiliki wawasan kebangsaan dan keagamaan sama 

baiknya, namun jalan yang ditempuhnya tidaklah lapang. Ia menghadapi 

banyak tantangan, terutama karena “kekayaan konflik” yang diwariskan orde 

baru sangatlah luas. Dalam laporan tahun 2000 yang dikeluarkan Department 

of State, Amerika Serikat, tergambar jelas bagaimana warisan konflik dan 

diskriminasi itu membentang di hadapan Gus Dur. 

Laporan itu mengatakan bahwa pembatasan muncul dalam kehidupan 

keagamaan, termasuk di dalamnya adalah soal agama yang diakui oleh negara. 

Sebagai contoh, sejumlah regulasi seperti UU No.1 PNPS/1965 tentang 

penodaan agama yang menjadi alat untuk mengekang ekspresi keberagamaan 

kelompok tertentu. Kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan juga 

dialami oleh kelompok minoritas, seperti Jehovah Witness, Darul Arqam dan 

Baha’i. Penganut keyakinan di luar agama yang enam, harus 

mengintegrasikan diri pada agama-agama resmi tersebut. Seperti penganut 

agama Sikhs, yang harus masuk agama Hindu. 

Jadi bisa dibayangkan, bagaimana beratnya beban yang dipikul Gus 

Dur ketika ia dipercaya untuk menahkodai negara. Belum lagi, misalnya 

ketika ia dihadapkan pada konflik etno-religi di berbagai daerah seperti 
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Sampit, Ambon, Poso dan lainnya. Meski begitu, ia merupakan sosok presiden 

yang dikenal sebagai negarawan berwatak pluralis-demokratis, menebarkan 

asa yang tinggi akan terhapusnya diskriminasi itu. 

Gus Dur menyatakan akan konsisten untuk menjaga keutuhan 

demokrasi demi terjaganya harkat dan martabat semua elemen bangsa. Ketika 

terpilih menjadi Presiden ke-4, Gus Dur memberikan sambutannya yang 

padat, namun penuh makna. Dalam sambutan itu, Gus Dur mengatakan: 

“Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-
orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi. Karena itu, saya 
berharap bahwa kita semua sebagai warga dari bangsa Indonesia 
sanggup memahami hal ini dan akan tetap menjunjung demokrasi 
sebagai sendi kehidupan kita menuju masa yang akan datang. Hanya 
dengan cara seperti itu, kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, 
kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa 
memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan 
budaya dan perbedaan agama.”39 
 
Gus Dur menyadari bahwa konflik yang bergejolak bukanlah perkara 

yang gampang diselesaikan. Pada sambutan kenegaraan menjelang 

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 2000, ia menyinggung hal 

tersebut. 

“Walaupun disharmoni sosial masih terus berlangsung, terutama di 
wilayah Maluku dan Maluku Utara, tidak seyogianya kita berputus 
asa. Nilai-nilai budaya kita yang banyak mengandung kearifan untuk 
menghargai orang atau kelompok lain, belum punah. Perbedaan suku, 
agama, ras, ataupun golongan selama ini telah biasa kita lihat sebagai 
bagian azasi dari kemajemukan. Banyak di antara kita yang menyadari 
bahwa konflik yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang asli. Ia 
merupakan produk dari tangan-tangan kotor yang dengan licik 

                                                 
39 Abdurrahman Wahid, Pidato Presiden Terpilih di Hadapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia, 20 Oktober 1999. 
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memanfaatkan kelengahan masyarakat terhadap nilai-nilai budayanya 
sendiri, akibat terjadinya pergesekan kepentingan yang akut dalam 
hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi masyarakat setempat. 
Maka, kalau sikap dan relasi baru yang berlandaskan semangat 
persaudaraan sebagai bangsa dapat dibangun kembali, di mana setiap 
golongan dan orang per orang memperoleh penghargaan akan hak dan 
martabatnya, ada harapan konflik itu akan bisa diselesaikan.”40 
 
Harapan itu lambat laun mulai terwujud. Gus Dur mulai beraksi 

dengan mengeluarkan sejumlah aturan yang mengikis segregasi sosial akibat 

represifitas orde baru. Gebrakan awal Gus Dur adalah dengan mengeluarkan 

Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. 

Inpres No.14 merupakan aturan yang membatasi agama, kepercayaan 

dan adat istiadat Cina. Secara telanjang, aturan itu mengatakan dalam 

pertimbangannya: “bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di 

Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya 

dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang kurang wajar 

terhadap warga Indonesia, sehingga merupakan hambatan terhadap proses 

asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan pada fungsinya menurut proporsi 

yang wajar.” 

Ketidakwajaran alasan inilah yang membuat Gus Dur membabat habis 

aturan tersebut. Dengan mengeluarkan Kepres No.6 tahun 2000, Gus Dur 

                                                 
40 Abdurrahman Wahid, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang 

Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 2000. 
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tidak sekedar meneguhkan dirinya sebagai seorang yang pluralis, tetapi 

kebijakan itu sontak membuat warga Tionghoa melonjak kegirangan. 

Seiring dengan munculnya Kepres itu, perayaan tahun baru Imlek dan 

Tarian Barongsai, tak pelak mulai memerahkan tanah air. Tak hanya itu, 

Konghucu sebagai agama leluhur etnis Tionghoa, kembali diakui sebagai 

agama resmi Indonesia. Ini berarti, formasi mengenai agama kembali seperti 

apa yang muncul pada masa orde lama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Buddha dan Konghucu). 

Pada 1 Juni 2001, pemerintah memupus ruang diskriminasi yang 

diderita selama 24 tahun oleh Saksi Yehova.41 Langkah ini merupakan raihan 

yang cukup besar dalam konteks kehidupan keberagaman dan kebebasan 

beragama. Pada akhir 2000, Falun Gong diijinkan untuk menjalankan 

aktifitasnya sebagai organisasi sosial.  Anggota Falun Gong  dapat berpraktek 

secara bebas tanpa intervensi pemerintah. 

Gebrakan berikutnya, dilakukan cucu pendiri organisasi Nahdlatul 

Ulama (NU) dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri saat itu, Soerjadi 

Soedirdja, agar mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk 

Pengisian kolom ”Agama” pada lampiran SK Mendagri No. 221a tahun 1975. 

                                                 
41 Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran di dalam dan di Sekitar Gereja (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2008), 341-342. 
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Pengisian kolom agama dalam masalah administrasi kenegaraan 

berpotensi akan semakin mengukuhkan diskriminasi terhadap agama-agama 

tidak resmi. Keputusan Gus Dur, sepertinya hendak memupus diskriminasi itu 

dengan meniadakan kolom agama dalam SK Mendagri No. 221a tahun 1975. 

Hingga Soerjadi Soedirdja mengeluarkan Surat Edaran Mendagri 

No.477/805/SJ tanggal 31 Maret 2000, sebagai piranti yuridis untuk memupus 

diskriminasi atas nama agama itu. 

Pada zaman Gus Dur juga dicabut beberapa larangan terhadap barang-

barang cetakan dalam bahasa Tionghoa seperti: 

a. TAP  XXXII/MPRS/1966 tentang Penerbitan Pers dalam Bahasa Asing 

bukan Huruf Latin (misalnya Tionghoa) hanya dimungkinkan satu 

penerbitan oleh Pemerintah. 

b. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 

02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 Tentang Pelarangan Penerbitan dan Percetakan 

tulisan/iklan Beraksara dan berbahasa Tionghoa. 

c. Surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi RI No. 

286/KP/XII/78 tahun 1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan dan 

Pengedaran Terbitan dan Bahasa serta Aksara Cina.42 

Selain itu, Gus Dur pernah melontarkan keinginannya untuk mencabut 

TAP MPRS No. XXV tahun 1966, yang antara lain berisi larangan Partai 

Komunis Indonesia dan penyebaran Marxis-Leninis. Meski pada akhirnya 
                                                 

42Benny G Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik (Jakarta: ELKASA, 2002), 1068. 
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usulan ini ditolak, tetapi gelontoran wacana itu cukup membuat dunia 

intelektual bergairah untuk meresponnya. Yang cukup fenomenal, Gus Dur 

pernah mempertanyakan argumentasi negara yang hanya mengakui lima 

agama saja. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Peringatan Nuzulul Qur’an di 

Mesjid Istiqlal 24 Desember 1999. Seperti dikutip Rumadi, Gus Dur saat itu 

mengatakan, ”Pemerintah tidak mempunyai monopoli terhadap agama 

apapun. Begitu pula sebaliknya, tidak ada satu pun agama yang dapat 

monopoli terhadap pemerintahan.”43 

Sayang, Gus Dur hanya kurang dari dua tahun bertahta. Walhasil, ia 

belum sempat memarkir aturan-aturan diskriminatif lainnya. Tetapi perlu 

ditegaskan di sini, meski Gus Dur tidak lama berkuasa, ketegangan atau 

ketidakpuasan dari kelompok agama minoritas relatif lebih bisa ditekan. Tidak 

terlalu berlebihan jika dalam kepemimpinannya yang seumur jagung itu, Gus 

Dur begitu fokus terhadap terjaminnya kesetaraan di antara anak bangsa. 

Payung bersama yang bisa menjamin itu hanya ada dalam Pancasila. Simak 

gelora nasionalisme Gus Dur yang begitu menggejolak itu dalam 

pernyataannya: “Saya nyatakan tadi, bahwa Pancasila sebagai ideologi akan 

diperdebatkan orang. Bentuk negara juga akan diperdebatkan orang. Segala-

galanya akan diperdebatkan. Tetapi, esensi daripada ideologi, ideologi 

                                                 
43 Lihat bahasan yang fokus terhadap kebijakan agama pada zaman Gus Dur yang ditulis 

Rumadi, aktivis The Wahid Institute. Selengkapnya Rumadi, “Dinamika Keagamaan dalam 
Pemerintahan Gus Dur”, dalam Khamami Zada (ed), Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, 
(Jakarta: Lakpesdam, 2002), 137. 
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Pancasila tidak akan diubah dan saya akan berjuang mati-matian untuk 

mempertahankan Pancasila.”44 

 

                                                 
44 Abdurrahman Wahid, Amanat Presiden KH Abdurrahman Wahid, Pada Peringatan Hari 

Lahirnya Pancasila, Jumat, 1 Juni 2001, di Istana Negara, Jakarta. 
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BAB IV 

PANDANGAN ETNIS TIONGHOA DI SURABAYA TERHADAP 

KONSEP PLURALISME KH. ABDURRAHMAN WAHID 

 
Pluralisme berasal dari kata dua kata “plural”  dan “isme”, plural yang berarti 

jamak (banyak). Sedangkan isme berati paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham 

atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.1 

Pluralisme juga sering digunakan untuk menunjuk realitas keragaman sosial dan 

sekaligus menjadi prinsip terhadap keragaman tersebut. Pluralisme di sini adalah 

gagasan KH. Abdurrahman Wahid dalam menyikapi pluralitas masyarakat Indonesia 

dengan berbagai perbedaan di antaranya perbedaan budaya, agama, etnik, bahasa, 

warna kulit dan ideologi-ideologi dari manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam 

kaitannya dengan  pluralisme ini memiliki penekankan pada dua aspek dasar, yaitu : 

1. Kesatuan manusia (unity of mankind). 

2. Keadilan di semua aspek kehidupan. 

Keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat 

lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk 

menjadi pemimpin. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk 

republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta 

rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah 

                                                 
1 Pius A. P, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 604.  
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pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Indonesia memiliki Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. 

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur 

merupakan pahlawan masyarakat Tionghoa di Surabaya dan pada umumnya etnis 

Tionghoa di Indonesia, hal ini terkait dengan kebijakan otoriter dan represif atas 

keberingasan rezim Orde Baru. Melalui Inpres No. 14/1967 yang subtansinya 

mengarah pada pelarangan bentuk apapun yang berbau Cina, mulai dari huruf, 

simbol, kesenian (barongsai dan Hong) sekaligus perayaaan Imlek. Semua itu 

dilarang diekspresikan dalam bentuk apa pun di Indonesia.  

Akibat tindakan rasisme itulah, etnis Tionghoa di Surabaya sangat 

merindukan hadirnya lentera penerangan dalam setiap gerak langkahnya di negeri ini. 

Setelah bertahun-tahun apa yang di impikan etnis Tionghoa akhirnya terwujud. Tepat 

pada tanggal 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil keputusan 

bersejarah dan monumental. Gus Dur mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 

6/2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14/1967. Kebijakan Gus Dur tersebut 

melahirkan kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual ke agamaan, adat 

istiadat, serta memperbolehkan pengekspresian terhadap kebudayaannya di Indonesia. 

Hal ini di respon positif oleh kalangan etnis Tionghoa di Surabaya. 

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur merupakan tokoh pemersatu bangsa 

Indonesia. Ia tidak hanya menerima perbedaan di antara masyarakat yang berbeda 

suku dan agama, tapi juga mengakuinya. Liem Tiong Yang, mengatakan etnis 

Tionghoa sepakat dengan konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid, Demokrasi 
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dan Hak Asasi Manusia khususnya yaitu dengan semangat mengembalikan Indonesia 

pada landasan utamanya yaitu pancasila dan menurutnya Gus Dur bertumpu pada 

“Bhineka Tunggal Ika”  atau NKRI sebagai harga mati. Generasi sekarang harus 

semakin faham bahwa realitas masyarakat di Surabaya adalah masyarakat yang 

plural. Semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatukan etnis-etnis di 

Surabaya kedalam satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air bernama Indonesia 

perlu terus dipegang oleh generasi sekarang. 

 Bukankah para bapak bangsa (founding fathers) seperti Soekarno dan Hatta 

telah menjadikan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) sebagai 

semboyan berdirinya Republik Indonesia. Semangat inilah yang semestinya terus 

diwariskan oleh tokoh-tokoh politik dan pemerintahan di Indonesia kepada generasi 

selanjutnya. Gus Dur presiden keempat Indonesia itu sudah memberikan contoh. Ini 

karena Gus Dur faham betul dengan sejarah bangsa dan cita-cita kemerdekaan para 

pendiri bangsa ini. Gus Dur tidak hanya faham arti demokrasi tetapi juga terus 

berjuang menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Gus Dur, 

dengan demokrasi, segala bentuk diskriminasi dan pembedaan berdasar apa pun tidak 

relevan lagi dan harus diakhiri. 

 “Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang 

yang mengerti tentang hakikat demokrasi. Karena itu, saya berharap bahwa kita 

semua sebagai warga dari bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan akan 

tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju masa yang akan 

datang. Hanya dengan cara seperti itu, kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, 
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kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan 

keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan perbedaan agama.” 

Dalam perkembangannya, Gus Dur sendiri mengakui bahwa perjuangannya 

menegakkan demokrasi dan HAM lebih ia kukuhkan dalam pengembalian hak-hak 

kelompok minoritas.2 Yang lebih penting adalah pemerintahan setelah Gus Dur 

dituntut tidak hanya mempertahankan kebebasan dan persamaan hak yang telah 

diperjuangkan Gus Dur tetapi juga terus mengembangkan semangat saling 

menghargai dan menghormati sesama warga Indonesia yang memang unik dengan 

berbagai macam suku, agama dan adat istiadat. 

Bahkan pasca lengsernya Gus Dur, para pemimpin di negeri ini juga sadar 

akan pentingnya menghormati kebebasan ras atas etnis Tionghoa. Terbukti pada 9 

April 2002, Keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Keppres No. 

19/2002 meresmikan Imlek sebagai libur nasional yang berlaku mulai Tahun Imlek 

2003. Menurut Liem Tiong Yang, berkat perjuangan Gus Dur etnis Tionghoa dapat 

mengekspesikan segala bentuk kebudayaannya. Maka dari itu, banyak foto-foto Gus 

Dur di dalam Kelenteng-kelenteng terutama di Kelenteng Boen Bio Surabaya itu 

artinya, ucapan terimakasih selaku etnis Tionghoa dan memberi penghormatan yang 

lebih kepada Gus Dur yang sudah memperjuangkan haknya sebagai warga negara 

Indonesia. Namun semua ini tidak lain adalah cara pandang Gus Dur sendiri dalam 

memandang harmonisasi sebuah negara yaitu dengan sistem demokrasisasi. Ada tiga 

cara pandang KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi yaitu:  
                                                 

2 Abdurrahman Wahid, Gus Dur Bertutur (Jakarta: Proaksi, 2005), 95. 
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1. Pengembangan wawasan kebangsaan dengan entry point menolak segala bentuk 

eklusivisme dan sekterianisme. 

2. Kegigihan dalam mengupayakan civil society yang bedaya. 

3. Penghargaan terhadap pluralisme atau kemajemukan masyarakan Indonesia.3 

Di sinilah peran Gus Dur dalam “memerdekakan” masyarakat Tionghoa dan 

memperjuangkan kebebasan etnis mereka. Tampaklah peran Gus Dur yang senantiasa 

mengedepankan Pluralisme. Beliau selalu melihat permasalahan dari perspektif 

(pandangan) yang berbeda dari orang kebanyakan. Hal inilah yang membuat Gus Dur 

“istimewa” di mata para pemuka agama, terutama agama Konghucu, yaitu salah satu 

agama etnis Tionghoa yang ada di Surabaya. Ahmad Hariyono mengatakan “etnis 

Tionghoa sekarang ini sudah bebas untuk merayakan segala kebudayaan. tidak ada 

tekanan lagi”.4 Lihat saja, “sekarang hari Imlek sudah bertanggal merah”.  

Kenyataan ini tentu menggembirakan, karena setelah lebih dari tiga dekade 

hidup dalam era penyeragaman yang dipaksakan, kini seluruh komponen bangsa, 

termasuk etnis Tionghoa, memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri. Termasuk 

dalam merayakan Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek 2562 oleh Forum Surabaya 

Peduli di kota Surabaya berlangsung selasa (8-2-2011) bertempat di Sriwijaya 

Ballroom, Mayjen Sungkono. Imlek 2562 tersebut sangat kental dengan euphoria 

persaudaraan dan menjadi pererat tali persaudaraan antar etnis. Sementara itu, 

                                                 
3 Santoso, Listiyono, Teologi Politik Gus Dur, Cet I, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

Yogyakarta, 2004), 220. 
4 Wawancara, Ahmad Hariyono, Ketua Ta’mir Masid Muhammad Cheng hoo Surabaya, 24-

04-2012. 
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deklarator Forum Surabaya Peduli, HM. Jos Soetomo dalam sambutannya mencintai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Sebagai komunitas Tionghoa di Surabaya, Jos Soetomo merasa bersyukur 

dapat di terima di Negeri yang kaya raya ini. “kita harus mengucapkan terima kasih 

khususnya pada pejuang Surabaya, yang telah mengukir sejarah perjuangan bangsa 

kita sebagai penerus wajib meneruskan perjuangan mereka seraya dengan mencintai 

bangsa Indonesia”. Jos juga menganjurkan komunitas Muslim Tionghoa harus bisa 

berbaur dengan masyarakat pribumi. Meskipun Imlek adalah tradisi warga Tionghoa, 

komunitas Muslim Tionghoa harus mampu menjalin harmonisasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. “hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia, maka kita 

harus melakukan pembauran lintas agama”.5 

Semua itu tidak terlepas dari peranan mantan Presiden Abdurrahman Wahid  

yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kaum 

Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh 

dilakukan di lingkungan keluarga. Pasca pencabutan peraturan tersebut, 

Perkembangan etnis tionghoa yang sebelumnya amat dibatasi di Indonesia setelah 

masa reformasi ini menjadi bebas. Berbagai macam kebudayaan dan upacara adat 

China pun mulai berkembang di Indonesia. Barong Sai, Naga Liong, dan kebudayaan 

China lain yang sebelumnya dikembangkan dengan diam-diam sudah mulai dapat 

dipentaskan secara bebas. Bahkan perayaan Imlek pun mulai diperingati di Indonesia. 

                                                 
5Majalah Komunitas; Media Informasi dan Komunikasi PITI Jawa Timur, Refleksi 1 Tahun 

Gus Dur Sebagai Pahlawan Keragaman (Surabaya: Edisi 55 April 2011), 18.  
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Hal ini menunjukkan penerimaan Indonesia atas etnis tionghoa dan agamanya yaitu 

agama Khonghucu. Liem Tiong Yang mengatakan “Agama Konghucu sekarang ini 

bebas untuk dianut oleh Warga Negara Indonesia lainnya karena agama Konghucu 

atau etnis Tionghoa pada dasarnya sudah memiliki konsep hidup secara plural. 

Contoh, Etnis Tionghoa di Surabaya sangat membaur dengan mayarakat pribumi dari 

berbagai etnis”.6 

Harus diakui bahwa perayaan Imlek setiap tahunnya, dapat dirayakan oleh 

kaum Tionghoa dengan penuh kebebasan dan kegembiraan. Kegembiraan itu tentu 

patut disyukuri. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kegembiraan itu telah 

dirasakan secara substansial ataukah baru sebatas ritualitas perayaan kesenian? 

Sudahkah semangat prularisme menjiwai bangsa ini sehingga perbedaan-perbedaan 

dalam keyakinan, kebudayaan, dan keberagaman lainnya dimaknai sebagai kekuatan 

dan bukan kelemahan. 

Senyatanya, fakta empiris mengenai sikap diskriminasi terhadap warga 

Tionghoa masih banyak ditemukan. Perayaan Imlek memang telah bebas dilakukan 

setahun sekali. Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak aparat pemerintah 

yang melakukan pemerasan terhadap etnis Tionghoa saat mengurus KTP, paspor atau 

surat-surat penting lainnya. 

Dalam mengurus kewarganegaraan, prosedur yang harus ditempuh oleh warga 

Tionghoa juga masih panjang, berbelit-belit, dan sangat menyulitkan. Masih banyak 

                                                 
6 Wawancara, Liom Tiong Yang, Ketua Kelenteng Boen Bio Surabaya, 29-04-2012. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

warga Tionghoa yang kesulitan mendapatkan surat bukti kewarganegaraan setelah 

mereka mengurusnya selama berpuluh-puluh tahun. 

Pluralisme memang bukan sekadar memberikan kebebasan kepada etnis 

Tionghoa untuk merayakan Imlek dan menampilkan atraksi kebudayaan. Ia harus 

dimaknai secara lebih mendalam sebagai semangat untuk menghargai perbedaan, 

bagian dari upaya memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, 

menjadi sebuah urgensi untuk menghapus semua kendala yang menghambat 

terintegrasinya seluruh ekspresi warga Tionghoa, tidak hanya secara kultural, namun 

juga dimensi-dimensi kehidupan lainnya, sehingga ia dapat hadir secara utuh sebagai 

bagian integral ke-Indonesiaan. 

Imlek adalah hari besar warga Tionghoa yang penting. Setiap tahun etnis 

Tionghoa telah dapat merayakannya dengan penuh kebebasan dan kegembiraan. 

Yang masih perlu diperjuangkan adalah agar semangat pluralisme dapat di 

implementasikan secara lebih luas sehingga kalangan minoritas bangsa ini dapat 

menjalankan seluruh hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara setara dengan 

apa yang telah dilakukan oleh kaum mayoritas.  

Liem Tiong Yang mengatakan “Satu hal yang paling konsisten dilaksanakan 

oleh Gus Dur sejak ia masih menjadi mahasiswa hingga akhir hayatnya, adalah 

mengenai pemikiran dan tindakannya tentang pluralisme atau keberagaman serta 

membela kaum minoritas di antaranya etnis Tionghoa”.7 Perjuangan yang dilakukan 

Gus Dur dalam menanamkan demokrasi selama ini di antaranya mengandung unsur-
                                                 

7 Wawancara, Liom Tiong Yang, Ketua Kelenteng Boen Bio Surabaya, 29-04-2012 
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unsur pengakuan hak-hak dasar warga negara dan pengakuan pluralisme yang ada di 

Indonesia. Pengakuan pluralisme di Indonesia ini tentunya sejalan dengan semangat 

Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto bangsa Indonesia yang memberikan tempat 

terhormat terhadap keanekaragaman yang merupakan fenomena khas Indonesia.  

Menurut Bondan Gunawan dari Perhimpunan Persahabatan Indonesia 

Tiongkok, berujar: “banyak orang besar di Indonesia, namun orang yang di anggap 

besar oleh masyarakat di Surabaya karena kebijakan dan pemikirannya hanyalah Gus 

Dur, karena beliau bisa membuat kebihinekaan benar-benar bhineka, bukan sekedar 

simbol”. Bukan hanya kekaguman dari tokoh agama, Harry Johan Silalahi, pendiri 

Centre For Strategic and International Studies juga mengagumi sosok Gus Dur yang 

pluralis dan demokratis. “menghayati Gus Dur adalah penghayatan terhadap orang 

besar di dunia ini”.8 

 

                                                 
8 Majalah Komunitas; Media Informasi dan Komunikasi PITI Jawa Timur, Refleksi 1 Tahun 

Gus Dur Sebagai Pahlawan Keragaman (Surabaya: Edisi 55 April 2011), 6. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Dari penjelasan di atas maka dalam bab terakhir ini penulis mencoba 

membuat kesimpulan sebagai berikut: 

Kemajemukan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari di kota 

metropolois. Keragaman budaya, etnis, suku, dan agama ada pada berbagai 

bidang dan ruang kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah keyakinan 

dan kepercayaan. Pluralitas bukan hanya terjadi dalam ruang lingkup kelompok 

sosial yang besar, seperti masyarakat, tapi juga terjadi dalam ruang lingkup yang 

kecil, seperti rumah tangga, ketetanggaan, perkumpulan, dan keorganisasian. Bisa 

jadi, individu-individu dalam sebuah rumah tangga menganut agama yang 

berbeda begitu juga di dalam, ketetanggaan, perkumpulan dan keorganisasian. 

Bahkan Pluralitas bisa saja terjadi pada individu, masyarakat dan level penafsiran 

atas ajaran agama sehingga melahirkan firqah-firqah, mazhab-mazhab dan sekte-

sekte. 

Runtuhnya rezim Orde Baru memberikan angin segar bagi alam 

demokrasi dan hak asasi manusia untuk mengekspresikan segala bentuk aktifitas 

individu maupun kelompok terutama kelompok kecil etnis Tionghoa misalnya. 

Kebebasan etnis Tionghoa yang sekian lama berada dibalik tirai besi, pada 

akhirnya lepas juga pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, namun 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kebebasan bukan berarti bebas tanpa aturan dan norma. Berbagai macam 

kerusuhan dan tindakan main hakim sendiri sangat dekat dengan etnis Tionghoa 

di Surabaya dengan berbagai persoalan sosial, politik, suku, ras, dan agama. sikap 

yang seperti ini sangat disayangkan dan menunjukkan bahwa masyarakat telah 

kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang berkemanusiaan dan berbudi. 

Penghormatan atas keberagaman belum dijunjung tinggi. 

Pandangan etnis Tionghoa di Surabaya terhadap konsep Pluralisme KH. 

Abdurrahman Wahid adalah dua konsep yang dipandang etnis Tionghoa mampu 

memberi perubahan pada semua kalangan terutama kelompok-kelompok yang 

terdiskriminasikan. perjuang serta kepedulian luar biasa yang diberikan kepada 

bangsa, demi tercapainya sebuah keadilan dan hak-hak bagi setiap warga negara 

tanpa melihat latar belakang agama, etnis, suku dan golongan tertentu. Pluralisme 

sama sekali tidak menuntut agar semua keyakinan itu dianggap benar, namun 

pluralisme juga tidak bicara tentang kebenaran, melainkan pluralisme memiliki 

sikap keterbukaan. Bagi etnis Tionghoa, keberagaman merupakan rahmat Tuhan. 

Menolak kemajemukan sama halnya mengingkari pemberian Tuhan dan 

Perbedaan merupakan kodrat manusia. Konsep pluralisme KH Abdurrahman 

Wahid mengenai nilai-nilai pluralisme harus dilanjutkan dalam upaya 

memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya 

pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan 

secara damai, karena hal ini masih sangat rentan terhadap munculnya kesalah 
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pahaman antar kelempok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan 

disintegrasi. Penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk 

saling mengenal, saling terbuka dan komunikatif secara tulus sehingga kelompok 

yang satu dengan yang lain tidak ada rasa terdeskriminasikan. 

Menurut etnis Tionghoa di Surabaya, Sikap yang tepat dalam menghadapi 

pluralitas masyarakat baik agama maupun budaya serta pluralitas etnis adalah 

menempatkan setiap kelompok masyarakat setara dengan kelompok lain dalam 

hal apapun tanpa ada perbedaan, diskriminasi dan ketidakadilan. Setiap warga 

masyarakat mempunyai kedudukan yang samauntuk tampil dan berpendapat 

dimuka umum, berkarya, beribadah, serta mendapatkan perlindungan dan 

keadilan tanpa membedakan unsur agama, suku, etnis dan kewarganegaraan. 

Banyak hikmah dari konsep pluralisme KH. Abdurrahman Wahid yang 

sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyrakat diantaranya adalah 

pemembelaan terhadap kaum minoritas dan dengan semangat mengembalikan 

makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai makna tunggal dalam menerima 

keanekaragaman. 

 
B. Saran-saran 

Penulis menyadari bahwa skripsi yang di persembahkan ini masih jauh 

dari ke sempurnaan. Lebih lanjut penulis berharap ada kritik dan saran yang 

membangun demi ke sempunaan karya-karya ilmiah berikutnya serta adanya 

tindak lanjut dari penelitian ini. Penulis berharap dengan hadirnya skripsi yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sangat singkat ini dapat di jadikan renungan bagi semua kalangan untuk 

melakukan rekonstruksi atas kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, yang 

lebih dapat mengelola kemajemukan masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur 

berada dalam negara yang plural. 
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